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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dialam kondisi saat i administrasi publik biskan lagi hanya sekedar
mstrumen birokrasi negara, namun furngsinya lebih dan itu administrasi pubiii
sebagal mstrumen kolekiif, sabagai sarana pubkk untuk menyelenggarakan
tata kelola keperhngan bersama dalam janngan kolekfif untuk mencapai
Wguan-tyuan  publk yang tefah disepakali. Pergeseran m menandai,
administras publik telah memasuln wilayah peran publix yang lebdh
susbstanti. Stuasi in juga sebagal ant kimaks dan prakiik administras! publik
vang selama mi bedangsung luas, yang menempatkan segala urusan publik
sebagai bagian urusan negara (Fredenckson, 2004),

Adminssiras: publik sebagai kebijakan pada dasarmya mempunyai lokus
smnargi kiprah pada wilayah publix dengan menyertakan pelaku- pelaku yang
beragam dan publk dengan fokus agenda mterest publik yang memang
menjad kebutuhannya (comman inferesl) Admmistras publik bekena dalam
sebuzh entitas pubBk dengan peran negara yang makin menyempit, maka
memerfukan kehadiran publik dalam artian akior- aktor lan diduar negara
menjadi lebih penting. Aldor-aktor di luar negara ini dapat berupa asosiasi-
asosiasi mandin dan rakyal, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga

swadaya masyarakal, dan agen-agen para nagara



vang kehadirannya lebih bersifatl spontan. Dengan perubahan ini kapasitas
kolektit dan rakyat untuk menyelenggarakan dan mengelola kepentingan
kolektifmya secara lebih baik {Compston, 2008) menekankan justru pranata-
pranata informal yang bakal menjadi lokus proses kebijakan dalam artian
masyarakal yang akan memegang peran kunci untuk menjamin afektnilas
pencapaian iujuan kolekid. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam akivitas
administrasi  publik merupakan bentuk keterfibatan pihak Esin  dduar
pemenntah dalam penyelenggaraan negara

Pada perkembangan masyarakal modam, saling keterganungan, saling
keterkaitan bak aniara ndradu, antara kelompok maupun organisasi
sangattah tinggl. Hal mi kemudian yang mendorong mdradu. kelompok, dan
organisas, bak pemerntah maupun swasta memiliki kecenderungan untulk
merubah bentuk organisasional yang hierarki tradisional ke benfuk hubungan
organisasional baru berupa janngan atau aliansi yang strategis datam bentuk
kerjasama tertentu dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Rhodes, 2017).

Akar dan permasalahan lersebut adalsh bahwa adanya keterbatasan
sumber daya dan kognifif manusia atau ketidakmampuan rasionalitas
manusa uniuk memaham kemunglenan-kemungkinan yang akan dihadapi
dan sustu masalah atau pada unusan publik tertentu, yang memiliki struktur
mteraksi vang sangal bingm Akbatrya indidu-ndividu dan organsasi-

organisasi selaly berusaha melakukan ineraksi atau



janngan kefjasama dengan pihak atas aktor lain agar lebih mudah
memparoleh informasi dan kebutuhan lain guna mencapai fusuan prbadi atau
tujuan organisasi

Fenomena hal seper fu juga berdampak pada study kebijakan publik,
barangkali sebagai tak terpisahkannya hubungan antar disiplin dmu, sshingga
kebijakan publik pun harus dikaji pula dan pendekatan teon-teon organisasi
yang berasal dan disipln orgamisasi. Sementara tu munculnya pendekatan
tindakan kolekbf dalam studi kebiakan publik karena para ahli mebals
barbagai penelitiannya menemukan bahwa selama ini khususnya & negara-
negara ke tiga, termasuk Indonesia akiivitas kebgakan sangat sarat dengan
dominasi peran pemenntah, dan perencansan, formulas, implementas,
sampai pada tahap evaluasi kebijakan, dan memberkan tempal, peran serla
enfitas publik atau masyarakal lainnya (Chomgston, 2005} Seperti privat,
Lembaga Swadaya Masyarakat kelompok kepentingan, dan kelompok sosial
dan sebagainya Fadahal teish diketahui bersama bahwa elemen-glemen
masyarakal ini adalah eleman yang penting dalsm pemecahan masalah
kebijakan tarenty,

Hal ani dikarenakan semakin meningkatnya kompleksitas urusan publik
{pubiic affairs), untuk mengintervensi ke dalam wilayah fersebut, pemenniah
memerfukan sumber daya yvang mana tidak dapal disediakan olehnya namun,
mau lidak mau harus bergantung pada aktar lain untuk mewujudkan sumber

daya tersebut Dengan kata lain, masalah tersebut



harus malibatkan atau memiliki keterkaitannya dengan masatah [ain sehingga
berbagal pihak ikut terlibat dalam proses tersebut.

Studl kebsakan untuk memecahkan suatu masalah atau urusan publik
terentu dalam penyelenggaraan pemanntahan, seharusnya pemenntah bdak
memiliki - otortas mutlak untuk secara  sepihak dalam  penentuan
keingmannya, namun bergantung pula pada akfor-akior kain. Aktor-aktor
tersebit juga harus ferdibat akiif dalam proses ketsjgkan tersebut Dengan
kata lam, bahwa suatu proses kebiakan harus merupakan mteraksi yang tak
terpisahkan antara pemerntah dan aklor- aktor vang memiliki keterkaitan
tangsung dengan masalah kebyakan, karena dalam konteks seperti iy, upaya
memahami substans kebyakan secara mendalam lebih mendapatkan yang
selayaknya, dan memunghankan terciptanya suatu produk kehijakan yang
barkuslitas dimana kepentingan, melai, harapan dan lujuan darn aktor-akior di
luar pemenntzh dapat terakomodir dan bukannya pengumpuelan atau
pendangkalan makna dan produk kebgakan

Bertatar belakang dan permasalahan tersebut dan berangkst dan
bamnyaknya kntik yang ditujukan kepada pendskatan Convenbional Sleenmg
Ferspective dalam studi kebijakan, pada akhimya memunculkan pendekatan
proses dalam studi kebijakan (Gedeona, 2013). Poin penting dan pendekatan
i adalah bahwa proses kebijakan merupakan interaksi yang lak teralakkan
dan berbagan aktor di Bngkungan masalah kebmakan. Sehingga lshir

pendekatan proses dalam studi kebyakan tersebut yartu



pendekatan tindakan kolekiif dalam kebijskan publik yang dikemukakan oleh
para ahii diantaranya adalsh Olson (1965) Wade (1987}, Ostrom (1990),
Marshall {1998} Agrawal (2001); Pretty (2003); dan Mesnzen-Dick

(2004} dan Cartsson (2000)

Pendakatan collechive schon dalam studi kebiakan publik pertama kah
muncul di partengahan tahun 1965 Clson (1965) adalah tokoh pertama yang
memulainya. Dalam pandangannya, proses kebgakan bak formulass maupun
mmplementas kebijakan adalah hasil interaksi yang tak terelakkan di antara
pluralitas aktor dengan kepentingan, tujuan dan strategi yang berlaman dalam
suaty janngan antar-organisasi di mana suatu urusan/masalah publik tertentu
dintervensi (¥ickert; 1999). Adapun aktor vang dimaksud di =i adalah
pemenrtah (organsas: publk), kemudian kelompok kepentingan, partai,
kelompok sosial dunis usaha (organesasi swasla) dan enblas- entitas fain
dalam masyarakat serta warga-masyarakat itu sendin (perorangan). Aktor-
aktor tersebut berinteraks: satu dengan yang lamnya sesuai keterkakan dan
peran yang i@ mainkan dalam memecahkan masalah tersebid  Adapun
seberapa besar perannya atau pentingnya aklor tersebul tergantung pada
sumber daya yang 12 miliki dan seberapa penfing sumber daya tersebut
datam mengatasi uresan ataw masalah publik e, O samping ®u menurut
Allson  (dalam Kickert 1999 temantung pula pada kemampuannva
melakukan sction channel seperli prosedur komsultasi, perjanjian, lobi
ataupun bagaining



Coliecive Acfion adalah konsep yang menekankan bahwa adanya pola
hubungan antara akior yang terlibat dan saling terganiung pada lngkup
masalah atau unesan publtk tertentu (Vanni, 2014} Dapat dikatakan bahwa
kesuksesan dalam mengintervensi masalah atau wrusan publik tersebut
sangal bergantung pada proses ansaksi antar aklos, yang pada hakikatnya
adatah ‘menghubung-hubungkan’ aktor yang satu dengan aktor yang lain
dalam rangks mencan btk temu pendapat, kepentngan dan strategs untuk
memecahkan masalah atau wrusan pubbk tertentu guna mencapal fupuan
barsama,

Dengan banyaknya alktor vang tedibat dalam model jarngan sepert ifu,
maka dengan sendmnya kompleksitas dan dinamika sangat mungkm untuk
tegadi i dalamnya. Hal tersebut dmunglinkan karena akdor-akior tersebut
berada pada domain yang berbeda dan Gdak memiliki pilikan- piihan yang
pasti (fixed preforences), aktor-akior tersebut memiiki persepsi dan solusi
yang berbeda-beda dan dapat berubah sebap wakis, aktor-akior tersebut
memiliki tujuan, cara, sumber daya, kepentingan dan strateq tindakan yang
barbeda-beda; dan aklor-aktor tersebul juga memiliki perancang berbeda-
beda (Kickert et al, 1999). Dengan kondisi tersebut. munculnya konflik-konfik
tertentu dan konsekuensi-konsekwensi yang tak terduga sangat mungkin pula
untulk teqadi

Pendekatan Cofecive Action dalam kebyakan sangal berperan
penting dalam proses pemecahan masalah publik tertentu. Saparti haknya

pada permasalahan pengembangan wban farming untuk kemandinan



pangan berkelanjutan di Kota Makassar melalu berbagai program meliputi
program peningkatan diversfikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan
program pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumai
pangan berbasis sumber daya lokal Uatuk lebih jelasnya mengenal program
urban farming di Kota Makassar ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Program wrhan farming di Kota Makassar
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Data lain menunjukkan dalam mendukung pengembangan  wrban
farming berkelanjutan, pada tahun 2023, jumiah kelompok sasaran kebgakan
mi mencapai 500 kelompok di Kota Makassar. [vmana anggasan program
pemberdayaan masyarakat dalam penganskaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal pada tahun 2023 mencapai 16383 858 800
milyar. Hal ini menunjukkan pollical wil pemenintah Kota Makacsar dalam
mendorong pengembangan urban farming di Kota Makassar.

Pendekatan cofecfve achon merupakan suatu  konsep  yang
memadukan berbagai parangkat kebijakan, tidak berdiri sendini (Manni, 2014)
Artinya kebijakan pengembangan wban farming untuk kemandirian pangan
berkelanyutan d Kota Makassar idak mampu dimakasimalkan oleh pemenntah
daerah secara sendin sebagar leading secfor, namun perlu pelibatan dan
para pemangku kepentingan fain yang dianggap dapat berkoninbusi dalam
wadah organisasi janngan sehingga mampu meningkatkan  efektvitas
koebijadan.

Implementas: kebgakan wban fammimg dalam rangka kemandinan
pangan berkelanjutan di Kota Makassar sejauh ini menghadaps berbagal
masalah dan tantangan. Permasalahan yang dhadapl diantaranya yaity,
terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya
pertanaman; Kurangnya menai dan parfsipasi masyarakat terkait buddava
penanaman dikarenzkan [latar belzkang masyarakal perkotaan yang
heterogen; Terbatasnya jumiah pendamping teknisfpenyuluh terkait



budsdaya pertanaman dibandingkan jumiah kelompok yang dibing di Kola
Makassar Sera pedunya penambahan kegeatan sosiaksasi ke masyarakat
terkart wawasan penganekaragaman konsumsi pangan [pola pangan B2ZSA),
pamantaatan hasil produks: agar bemilal ekonomes, dan ketahanan pangan
Kelusrga

Menurut Carisson (2000) Caolteciive Acton adalah gagasan mengenas
hubungan antara anggota janngan didasarkan pada saling keterganfungan
sumber daya masing-masing akior mengenginkan sesuatu dan satu atau lshih
aktor lan dan siap untuk beriukar sesuatu dari mereka sendwi untuk
mendapatkannya. Sementara #u pendekatan Collecinve Acton dsanggap
penting dalam menyelesalkan permasatahan publik yang kompleks. Lebih
tanpt, tindakan kolektif dalam perspektif janngan kebgakan merupakan suat
stuch yang berfokus pada pemanfaatan sumber-sumber daya secara kolektif
oleh para pemanghku kepentingan. Dimana dengan adanya pemanfaatan
sumber-sumber daya secara kolekif tersebut menunjukkan efektfias dan
efisiensi kinena dar sebuzh kebigakan (Carlsson, 2000)

Menunt Ostrom (2004) bahwa tndakan kolektif dalam  kebigakan
merupakan sekedompok aktor atau organssasi yang saling terhubung karena
ketergantungan sumber daya melalu tindakan kolektf Hadimya studi
jarngan kebijakan datam menawab permasalahan yang kompleks dengan
demikian berbaga kepenfingan aktor akan mudah tleforganisir dan

terakomodir dalam pelaksanaan suatu kebigakan. Teon tindakan kobekdd



berdasar pada asumsi bahwa hubungan antar aktor dalam sebuah organisasi
bersifat saling tergantung satu dengan yang lain atau biasa disebut
mterpendensi (Mezen-Dick, etal, 2004). Dalam arban bahwa. setiap aktor
dalam suatu organisas: Nidak dapat mencapal tujuan organisas fanpa
memanfaatkan sumber daya akior lain atau bergantung pada sumber daya
akior atau organsasd iainmya.

Eksiatenal tindakan kolektf merupakan wujud kepasama antar aidor
dalam perumusan maupun implementas: kebijakan pubfik. Mencermati dan
pendapat sebalummya babwa hal ini menunjukkan adanya proses interaksi
tarjach antar akior mdrvedu. kelompok, organisas masyarakat, semn publik,
dan atau sektor swasta yang memliki kemampuan untek bertndak otonom
berpartisipasi  dalam  proses mtersksi. Hal ini disebabkan adanya
ketergantungan sumber daya dantara para aklor tersebut. Eksistensi dari
jarngan antar-organisasi dalam proses implementasi kebijakan memilik
sangat banyak manfaat.

Penalitian i mamiliki perbadaan dengan studi terdabulu vang telah
dilakukan sebelumnya [imana peneltian ini menganalisis fencmena
kebijakan wban farming dalam mewujudkan kemandirian pangan
berkelanjutan melalui pendekatan collective achon atau tndakan kobekdif,
Tindakan bersama (kokekdif) adalah bndakan-tindakan yang diambal dan
disepakati oleh sebush kelompok yang berfujuan pada kepentingan bersama
karena memdiki harapan dan tujuan yang sama untuk dicapai oleh kelompok
tersebut (Carlsson, 2000). Datam proses colecive achon



para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang akan
dimplementasikan fentu memilikl harapan dan tyuan yang sama sshingga
tindakan bersama peru dfakukan Pendekatan coflectve acton menawarkan
elemen-elemen penting datam studi kebiakan yang melputi kontes framing,
pembangunan janngan, pengaturan kelembagaan dan proses Hndakan
bersama yang mendorong efektivitas kebijakan (Hargrave dan Van De Ven
(2006).

Berdasarkan temuan awal penelfian, berkut im adalah beberapa su
masalah yang berkembang terkait dengan wban farming demi kemandinian
pangan berkefanjutan di Kota Makassar jika diinjau dan pendekatan
collechve achon.

Perfama, permasalahan kontes framing berkatan dengan isu
barkembang dan strategi urban farming di Kota Makassar. Temuan masalah
menunjukkan Kota Makassar isu yang berkembang adalah keterbatasan
tshan yang dapat digunakan untuk pertanian Sebagian besar lahan telah
digunakan unlusk perkembangan mfrastruktur perkotaan  Kemudian 1su
masalah transportasi dan aksesibiitas ke pasar dan konsumen. Selain iy,
adatah masalah aksss air bersih untuk ingasi dan kebutuhan tanaman adalah
masalah kunci dalam wban farming. Masalah lamnya adalah skill yang
dipermleh dan Pelathan dan pendidikan mengenat teknik ini penting untuk
kesuksesan urban farming, Kemudian isu lainnya adalah kontaminas: 1anah
olef polusi industn atau hmbah domestik, masyarakat perdu memiliki skses

ke benih berkualtas. pupuk,



dan peralatan pertanian. Masalah (ain adaiah urban farmuing harus mematul
siandar keamanan pangan dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan
Pengawasan dan pengupan produk pertanian penting untuk menaga
kesehatan masyarakal Urban farming menghasilkan mbah ceganik

Masalah terksil pembangunan jafingan menunjukkan bahwa
Pamenntah Kota Makassar mefaiui Dinas Ketahanan Pangan belum mampu
merangkul dan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan yang
berkatan dengan pengembangan whan farming Meskipun  melbatkan
pemangky kepentingan seperli perusahaan swasta, akademisi hingga
organisasi ingkungan namun pelibatanmya tidak efektif dan hanya terbatas
pada tataran kebgakan namun tidak pada mmplementasinya. Selan du
pembangunan janngan tdak didukung dengan ketersadiaan sumberdaya
vang memadai sepert 3DM, anggaran dan peralatan teknologi perlanian
yang terbatas.

Masalah pemberiakuan pengaturan kelembagaan menunjukkan fesmuan
awal bahwasanya pengembangan uban farming di Kota Makassar melale
laading seclor Dhnas Ketahanan Pangan belum menyediakan aturan main
yang jelas dan petunguk teknis datam melakukan aksi tindakan kolekdf
bersama para pemangku kepentingan lain. Hal mi menyebabkan pemenntah
cenderung bekera secara sendin dan membuat pemangku kepentingan lain
separti penesahaan swasta, orgamsasi lingkungan, akademisi hingga LSM

tidak dapat tarbat secara



maksimal karena tidak adanya aturan, tugas dan tanggung jawab yang jelas
untuk mereka

Permasalahan mengena proses  tindakan  koledddf  menunjukkan
masalah yaitu karena tidak adanya aturan main yang jelas seperti pembagan
ugas dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan seperti
perusahaan swasta, organisas: lngkungan, akademisi hingga LSM
menyababkan mmimnya proses tindakan kolekdif vang dilakukan bersama-
sama dengan pemenntah.  Padahal pendekatan  tndakan  kolekif
menekankan pada partisipasi dan sinergitas berbagal pemangku kepentingan
dalam mengmplementasikan kebjakan.

Berbagal masalah vang dihadap dalam pengembangan urban faming
sebagaimana diuraikan distas dapal diselesaikan dengan pendekatan
coffechive achion yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepenlingan
dafam mendorong efekiivitas kebgakan yang lebib balk. Dimana colective
action adalah pendekatan baru dalam menganafisis fenomena kebijakan,
Berdasarkan uraian diatas, penehli menganggap habwa penalifian “Collactive
Acton dalam pengembangan Urban Famming untuk kemandinan pangan
berkefanputan di Kota Makassar’ penting untuk ddakukan sehingga dapat
menyakesaikan permasalahan dalam fenomena tersebut sehingga penelitian
ini dapat bermanfaat kedepannya,

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian lalar belakang dialas, maka penulis merumuskan

magalah penelitian sebagai bamut ©



13.

Bagaimana kontes framing dalam coflective scfion pada pengembangan
urban farming untuk kemandinan pangan berkelanjutan di  Kota
Makassar?

Bagamana pembangunan janngan dalam coflective achon pada
pengembangan whan famming untuk kemandinan pangan berkalanjutan
di Kota Makassar?

Bagaimana pemberiakuan pengatran kelembagaan dalam colechve
achon pada pengembangan whan farming untuk kemandinan pangan
berkelanjutan di Kota Makassar?

Bagmmana proses fndakan kolekif dalam colectve achon pada
pengembangan wban famng untuk kemandinan pangan berkelanjutan
di Kota Makassar?

Model cofiechive action pada pengembangan Urban Famming untuk

kemandirian pangan Berkelanjulan di Kota Makassar?

Tujuan Penelitian

Sebagamana mumusan masalah diatas, maka fupan peneltan ™

meliputi

Mendesknpsikan dan menganalisis konles frameng dalam cofectve
scfion pada pengembangan wban farming untuk kemandinan pangan
berkelanptan di Kota Makassar

Mendesknpsikan dan menganaksss pembangunan janngan  dalam
collectve acion pada pengembangan Lrban fammng untuk kenandanan

pangan berkelanjutan di Kota Makassar



14.

Mendeckripsikan  dan  menganalicis  pemberiakuan  pengaturan
kelombagaan dalam cofiectve acton pada pengembangan wrban
farrming umtuk kemandinan pangan berkelanjutan di Kota Makassar
Mendesknpsikan dan menganalisis proses tindakan kolektf dalam
cofective action pada pengembangan urban farmung uniuk kemandenian
pangan berkalanjutan di Kota Makassar

Melahirkan model collectve achon pada pengembangan Urban Farming
Untuk Kemandinan Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar

Manfaat penelitian

Manfaat Akadamik

Dan segi keilmuan hasd peneltian ins diharapkan dapat menjadi media
untuk  mengaplhkasikan berbagar feon yang dipelsjan, khususnya
mengenal  coliechive  achon,  sehingga  akan  berguna  dalam
pengembangan pamahaman dan juga berguna bagl pangembangan
ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang dmu admanistras| publik
Manfaat Prakis

Diar seqi praklis hasil penefian im dharapkan 2kan memberikan
masukan pada pihak pihak yang berkepantingan dalam pengembangan
urban farming unfuk kemandinan pangan berkelanjutan mefalui studi
collectve achon, Penelian mi juga akan menjadi  rekomendasi  bagi
pemenntah Kota  Makassar  dan



pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan kemandirian pangan
berketanjutan demi tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.



BAEH
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Administrasi Publik

Sejak berkembangnya studi admunistrasi publk dan kasik hingga
kontempares, telah mengalami beberapa fass perkembangan perspekii
Parkembangan parspektif adminisirasi publik dimulai pada perspektif The Old
Pubbc Admirisirastion, The New Public Management. The New Public Service
(Bovarrd dan Loffler, 2003, Denhardt dan Denhardt, 2064, dan The New
Pubbc Governance (Osbarne, 2010)
2.1.1. Perspektif Old Public Administration

Paradigma pertama demulas dan paradigma The Ofd Publc

Admwustrabion  (OPA) seperh menurut Denhart dan Denhart (2004).
Paradigma in pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson. Dia
menyatakan bidang admimistrasi ity sama dengan bidang bisnis. Maka dan ilu
muncullah konsep i, konsep Old Publc Admimsiration im memiklka fuuan
melaksanakan kebgakan dan membenkan pelayanan, dimana dalam
pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah
kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menahami paradigma i, ada
kunci yang digunakan yaitu pertama adanya perbedaan yang jelas antara
politik (poivcy) dengan adminisiras: Kedua. perhatian untuk membust struktur
dan stralegi pengelolaannya hak organisasi publik dibenkan kepada
manaenmya (pamimpin), agar legas- tugas dapat dilakukan secara efekdif dan
efisen.



Dalam bukumya "The Sfudy of Administrafion”, Wilson berpendapat
hafvwa problem utama yang dihadapi pamenntah eksekutl adalah rendahnya
kapasitas admmistras:. Uniuk mengembangkan birckrasi pemenntah yang
efektf dan ehsien, dperdukan pembaharuan admenistrasi pemenntzhan
dengan jalan meningkatkan profesionalisme manaemen administirasi negara
Untuk itu. diperiukan imu yang diarahkan umtuk melakukan reformas:
birckrasi dengan mencetak aparatur pubdk yang professonal dan non-
parfisan, Maka, tema dominan dan pemikiran Wilson adalah aparat atau
birokrasl yang netral dan politk. Admirestrasi negara harus didasarkan pada
prinsip-pansip manajemen dmiah dan terpisab dan hiruk pikuk kepentingan
politik. Imlah yang dikenal sebagai konsep dikotom politik dan admenistrasi.
Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum pubhk secara defad dan
terpeninci, karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis, sedangkan politik
menjadi bidangnya politisi.

Paradigma administrasi publik model klasik juga dapat diihat melalui
mode! “ofdohesnuts” dan Peters (1996 dan 2001), dimana admanistrasi pubis
bardasarkan pada pegawal neger yang poliis dan lennstitusionalisas:
arganisasi yang heerarkis dan berdasarkan perafuran; penugasan yang
permanen dan stabil; banyakmya pengaturan internal, serta menghasilkan
keluaran yang seragam (lihat datam Ofuwu, 2002 dan Fredenckson, 2004)
Kelebihan dari administrasi publik klasik adalah politik yang tidak mencampuri
kegiatan adminiztraci di pemerintahan Sehingga tidak ada hasil dari kegiatan

administras: terhadap publik vang



berbau politik. Administrasi publik kacik juga memampukan birckras memiliki
daya stabdtas yang sangat bnggi, karena para beokrat diputuskan
berdasarkan perfimbangan obyekdd, para tuokrat ddindung  dan
kesewenangan hukum, dan masa depan para birokral tegamin Struktur
birokras vang kompleks dan formal serta berdasarkan dokumen resmi akan
menghindarkan berokras: dan penyatahgunaan wewenang baik oleh berokrasi
karier maupun birokrasi politis) yang berkuasa untuk sementara. Administrasi
publik klasik ini juga dapal demplementasikan di negara berbentuk keraaan
Selanjutnya,  sifal netral dan administrasi  publk  klask ini dapat
menghindarkan biokrasi dan kepentingan figur atau kelompok-ketompok
tertentu.

Dalam hal wn karakler Ofd Public Admivsirafion dicinkan oleh
kegiglan pemenntah yang terfokus pada pembenan pelayanan kepada
masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan
beranggung jawab secara demokratis kepada efected official. Niai dasar
utama yang depenuanakan dalam Old Public Administration adalah efisiensi
dan rasionalitas sehagai sebuah sstem tertutup. Fungs: adminstrator Publik
didefinisikan sebagal planning, organzing, staffing, drecling, coordnating
dan budgeting.

Weenurut Wilson bidang Admenistrasi sama dengan bidang bisnis maka
dan itu muntullah konsep im, konsep O Public Adminsirafion il mamilik
tuuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam

pelaksanaannya i diakukan dengan netral, profesional,



dan lurus mengarah kepada tujuan yang telsh dietapkan Ada dua kunc
dalam memahami OPA i, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara
pabitik {polvcy) dengan adminstras: Kedua, perhatian untuk membuat strubdur
dan strategl pengelolzannya hak orgamisast publy dibenkan  kepada
Manxermya (pemimpm), agar wwgas-lugas dapal dilakukan secara efekdif dan
efissen. Paradigma OPA memiliki tga pemikiran, yaitu

Pertana, paradsgma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry, memilik
dua kunci pokok yaitu politik berbeda (distingl) dengan admunistrasi Politik
adalah arena dimana kebijakan (pobcy) diambil sehingga administrasi fidak
berhak berada dalam arena tfersebut Admimistrast hanya berfugas
mengmplementasikan (aomnstered) kebijakan tersebut

OPA juga tidak bisa dilepaskan dan pansip-pinsip manajemen dmish
{scieniific managemen) Fredemck W. Taylor dan manajemen kasik
POSDCORB ciptaan Luther Gullick. Administrasi negara hanis beronentasi
secara ketat kepada efisiensi. Semua sumber daya (man, materal. machine,
maney, method marked) digunakan sebak-baknya untuk mencapal prinsip
efisiensi

Kedua, manusia rasional [administratif) Herbel GSimon  juga
memberikan pengaruh terhadap OPA. Menurut Simon, manusia dipengaruhi
oleh rasonahtas mereka dalam mencapal tuan-tujsannya. Rasionalitas
yang dimaksud di sini hampir sama dangan efisiensi yang dikemukakan oleh

aliran scienfific managemant Manusia yang bertindak



secara rasonal ini disebut dengan manusia adminestratf (sdminsiraiive man)
Kaetiga, teon pilihan publik (public cfoice) merupakan teon yvang mebekat
dalam OPA. Teor pilihan publik berasal dar filsafat manusia ekonoms
(economic man) dalam teorteon ekonome Menurul teon pdihan publik
manusia akan selalu mencan keuntungan atau manfzat vang paling tingg
pada setiap sfuasi dalam setiap pengambilan  keputusan. Manusia
digsumedkan sebagas makhluk ekonomi yang selalu mencan keunfungan
pribadi melalw serangkaan keputusan yang mampu membenkan manfaat
yang paling tinggi

Dalam buku yang ditulis cleh Miftah Thoha, yang berudul iima
administras: publsk kontemporer dijelaskan bahwa Denhart & Denhart (2004)
mengurascan karakienstik dan O Pubic Administration yatu bahwa Perfama
fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalsi organisasi afau
badan resmi pemerintah, Kedus kebijakan publk dan admimsirasi negara
sebagai touan yang bersifat poltik Kefigs administrator publik memankan
peranan yang terbatas dalam perumusan kebiakan publik dan pemenntahan;
mereka hanya berfanggung-jawab mengimplementasikan kebigakan publik
Keempst pelayanan publk harus diselenggarakan cleh adminstrator yang
bertanggung-jawab, dan Kelma kepada pejabat polit (elected officiais) dan
dengan diskresi terhatas, serta Keenam nilai pokok yang dikejar oleh

organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas



Herbert Smon dalam bukunya yang berudul “Adminisirative

Behawor’, menjelaskan bahwa dimana munculnya konsep rasional model

Mainstream dalam OPA i muncul dar ie-ida inti yang ada, diantaranya ;

Pemenntah memberikan perhatian langsung dalam pelayanan yang
dilakukan oleh mnstansi pemerintah yang berwenang.

Kebsgakan publik dan adminisiras: saling berkastan dengan merancang
serla melaksanakan kebyakan untuk fupuan politik.

Adminsiras: pubbik hanya berperan kecll dalam pembuatan kebijskan
dibandingkan dalam pengimplementasian kebijakan publik

Para adminstrator berupaya membenkan  pelayanan  yang
bertanggungiawab.

Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin palitik yang
dipilih secara demokratis.

Program keqiatan di administrasikan dengan baik dan dikontrol oleh
para pejabat publk yang memililo herark dalam organisas),

Mikai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitzs.
Adminesirasi publik dilakukan secara efisien dan tertutup.

Peran administrasi publik dirumuskan secara luas sepert POSDCRE.

2.1.2. Perspektif New Public Management

Perspekhf selanjutnya adalah The New FPublc Management Secara

umum dipandang sebagai sualy pendekatan pandekatan dalam administrasi
publk yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperobsh
dalam dunia manajemen bisnis dan dimipln yang fan untuk



meningkatkan efisens:, efeklivitas kinerja pelayanan pubbk pada berokrasi
modam. NPM adalah suatu sistern manajemen deseniral dengan perangkat-
perangkat manajemen baru seperi confrofing, benchmarkng dan fean
management. Bagl yang lain, NPM dipshami sebagal prvatisas sepauh
mungkin atas aktivitas pemerintah.  Mew Publc Management (NFM)
merspakan sistem manajemen adminesiras: publik yang paling akiual di
sefuruh dunsa dan sedang direalizasikan di hampir seluruh negara industn
Sistem i dikembangkan di wilayah Anglo Amerika sepak paruh kedua tahun
f0-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru
Parusahaan-perusahaan umum diprvatisas:, pasar tenaga keqja umum dan
swasia dideregulasi, dan dilakukan pemssahan yang pelas antara penetapan
strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga poltik (apa yang
dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administras:
(pemarintah) dan ocleh badan penanggung jawab yang independen atau
swasta. Adnenistrasi publik mulai mengenalkan New Fubic Manasgement
(NPM) vang mesupakan paradigma baru pada tahun 1990-an Istilah NPW
paftama kali dikemukcakan Cnshiopher Hood dalam anielnya © Al Public
Management of Al Seasons”. Nama Mew Fublc Management sarng disabut
dengan nama lain misalnya Post-Bureucratis Paradigm (Barzeley, 1992), dan
Reaimventing Govermment (Osharme dan Gaebler, 1952)
New Pubkk Managemen! (NPM) adalah paradigma baru dalam

manaseman sektor publik. NPM biasanya dihubungkan dengan Ol Fubic



Management (OPM) Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan
digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggric dan Selandia Baru. NPM
menekankan ada kontrol atas output kebgakan pemenniah, desentralsas:
otoritas manaemen, pengenalan pada dasar kuas- mekanisme pasar, serta
layanan yang beronentasi customer Asal NPM berasal dan pendekatan atas
manajemnan publik dan birokrasi. Selama ini birokrazi erat dikaitkan dengan
managemean sektor publik fu sendin. Birokrasi dianggap erat dan berkaitan
dengan keengganan untuk maju, komplekstas hierarki jabatan dan fugas,
serta mekanisme pembuatan keputusan yang fop-down Fokus dafi NPW
sebagal sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan  tekmik
manajgemen perssahaan sekior publik untuk dimplementasskan datam sekior
pubdik dan pengadmemistrasannya.

Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen
kmerja sektor publix, yang mana pengukuran kner@a merupakan satah satu
dan pnnsip-prinsspnya. NPM mengacu kepada sekefompok ide dan prakik
kontemporer untuk  menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sekdor
prival {bisnis) pada orgamisasi sexlor publé Pemenmiahan yang kaku dan
sentralistik - sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan
pemenintahan yang benwa wirsusaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-

fungsi pemenntah kepada sekbor swasta, Inti dan ajaran NPW dapat diuratkan
sehagai benkut



&

Pemerntah  dizjak  untuk  meninggalkan  paradigma  administras
tradisional dan menggantikanmya dangan perhatan terhadap kinerja atau
hasil kerja.

Pemenntah sebaiknya melepaskan din dan birokeasi klasik dan membuat
situasi dan kondisi organisas:, pegawai dan para pekena lebih flaksibel.
Meneiapkan fupan dan target organisasi dan personel lebih jelas
semingga memungkinkan pengukuran hasd metalul indikator yang jelas.
Hal semior lebih beckomitmen secara poliis dengan pemerniniah sshan-
hari daripada netral

Fungsi pemenniah adalah memperhatikan pasar, konfrak kerja kebuar,
yang berarl pembenan pelayanan bdak selamanva melalu birokras,
melainkan bisa diberkan oleh sekior swasta

Fungsi pemenntah dikurangi melalui prvatisasi.

2.1.3. Perspektif New Public Service

Perspekiif yang kebiga disebut dengan The MNew Public Senace oleh

Denhart & Denhart datam bukunya yang berudul “The New Public Service,

Serving Not Steering™ yang diterbitkan penerbil ME Sharpe Inc. New Yerk

pada tahun 2003. Paradigma ini secara umum alur pikimya menentang
menentang perspekiif-perspektif sebelumnya yaitu perspesdif The Old Public
Admmnistration dan perspektif The New Puble Managemen! Akar dan

perspekhf ini dapal ditelusun dan berbagai ide



lentang Demokrasi Paradigma The New Pubic Service berakar dan

bebaerapa teon meliput

Teon tentang demokrasi kewarganegaraan, perunya  pelibatan
warganagara dalam pengambilzn kebijakan dan pentingnya deliberasi
untuk membangun solidaritas dan komiimen guna menghindan konflik.
Model komundas dan masyarakat sipl, akemodatif terhadap peran
masyarakat sipd dengan membangun somsl frust, kohesi sosial dan
janngan sosial dalam tata pemenntzhan yang demakrabis,

Tear organisasi humanis dan administrasi negara baru, adminstras
negars harus fokus pada organisast yang menghargal milarnila
kemanusiaan  (hwman  bewgs) dan  respons  terhadap  mulaenila
kemanusiaan, keadilan dan isu-ssu sosial lainnya

Dibawah ini dijelaskan mengenai karakterisik NPS. adapun

karakieristik dan Mew Public Services akan ditampilkan berdasarkan tabel

sekaligus perbandingannya dengan paradigma OFA. dan NFM.

Tabel 2.1

Perbandingan Perkembangan Perspektif Old Public Administration, New

Public Managamen! Dan New Pubilic Services

Aspek Qi P New Public New Fuhiic
Administration Management Service
Ciasar leariiis
dan fondasi Teori pollk Teor ekonami Teor demokrast
epistarnologi
Rasionalitas Rasionalias Teknis dan m:xu
dan model Synoptic rasionalitas lorioltas s
perilaky {adminisirative | ekonomi {econpmic | M32enalds
Manusia man man (ol ui:qnur_nl
dan organisasi
Konsep Hepentingan Kepeniingan public | Kepentingah




Aspek O Peelific New Pubiic New Pubfic
Adminisiration Managernertt Service
Kepentingan pubdic secara miewaklli agresi public adalah
pubiic politis dijglaskan | kepeniingan hazi dialog dan
dan indivich berbagai nilai
diskepresilan
dakam
aturan hukum
Responsiitas | ciantdan :
mmn R Customer Citizen's
Paran . ;
pemeninth Rowing Steenng Serving
Koalist atau
Pencapaian Uirtuk badan 'E"I_;: ;ﬂa!;rmrrﬁﬂ organizasi publc,
fguan pemerintah vl non profit dan
Muliaspak
Hierarki Bekena sesuai akuntabiiitas
Akuntabilitas adminisirative dengan kshendak | hukum, nilai-nitai
Diengan paniang pasar (kainginan komiunitas, norma
¥ang legas pelanggan) polttik, standar
profesional
Diskresi
, , dibutuhkan fetap
Ciiskresi ; : Drizkresi dibarikan .
administasi Diiskresi terbatas sacara huas gﬂmm can
anggung-
b
Shruktur
) , Decontratisas kolaporatif
Shrukh g‘m! and :.H{ yang organisasi dengan | dengan
organisas Diengan cioritas Konieol (Aama kapemilican yang
il berada pada para | berbagi secara
d0en intemal dan
elsiarnal
”'E‘I : ""5' ' | Satayanan publik
Motivasi Gap dan Semangat Eﬁﬂﬂiﬂl
pegawal Reuntungan Effreprensyr Keinginan
it Proteksl metaran
administrated e dei

Sumber - Denhardf dan Denhard! (2003: 28-29)




2.1.4. Perspektiil Governance

Paradigma yang tevakhir adalah The New Public zovernance dimana
penskanan paadigma i ada pada pelaksanaan kebgakan pubbk dan
pelayanan publik pada masyarakat Sebagamana dkubp dalam tulisan
Nanang (2012) bahwa lahimya paradigma ini adalah sebuah konssp yang
mengkritik pada The New Publc Management bahwa diantaranya adalah
NPM bukan paradigma melamkan Clusfer beberapa Megara saja, penerapan
NPM hanya terbatas pada Anglo-Amenca, Australia dan negara-negara
Scandinaia,

Dalam realitas NPM bagian dan administrasi publk hal ini karena
kekurangan dasar teonbis dan konseptual (Fredenckson & Smth, 2003)
Antara Pubbc Aogminstration dan New Pubiic Management gagal mengelaskan
desain kompleks realitas, mengalankan dan manajemen pelayanan pubdik
pada abad 21 Sehingga hadimya paradigma New Public Govermance
mengaantkan paradigma Fubiic Adminisiration dan New Public Senace juga
sebagal saty cara terbak The one best way” untuk menjawab tantangan
implamentas kebijakan publik dan pelayanan pada publik di abad 21 {Alfon
dan Hughes, 2008) Iktilsh Govermance dan Publc Governance bukan
merupakan istitah baru (Nanang, 2012). Kntik pada terminologi Corporate
Governance memfokuskan pada iMemal sstem dan proses dimana
menyediskan arahan dan accountabdility pada organisasi lain, sementara
pada pelayanan publik memiokuskan pada hubungan amtara pembuatan

kebijakan orgamisasi publik Sedangkan



Good Governance memfokuskan pada penyebaran sosial normative, politik,
dan adminisiralive govemance oleh organisasi supranasional seper Workd
Bank. Sedangkan New Fuble Governance berfokus pada hma prinsip vaitu:

1 SocarPolitval Governance,

2. Publc Policy Governance,

3 Adminisfrative Govermancs,

4 Coniract Governance,

a9 Nehwork Govemnance.

Semua perspekiil 12on Governance diatas merupakan kontribusi penting
pada pemahaman kifa mengenal mplementas! kebiakan publik juga
penyelenggaraan pelayanan publi. Tantangan besar ban perkembangan
admimstrasi publik adalah mengmtegrasikan formula “the best one way
dalam menjawab tantangan implementasi kebgakan publik dan penyediaan
pelayanan publik pada abad 21 (Nanang 2012) Selain ftu bahwa paradigma
MNew Pubiic Govemance yang dikembangkan dari konsep Fubiic Govemance,
dimana pendekatan 1m menunjuk pada salmg interaks: antara para
slakeholders dengan fujuan mempengaruhi hasil kebiskan (Bovaw dan
dlofflar, 2009) Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat (wargs
negara), organisasi masyarakat organisasi swasta, kembaga publik, media
massa, organisasi mrlaba, kefompok kepentingan, dan sebagainya [Calam
menghadapi kompleksitas yang teradi serla ketidakpastian perubahan para
pengambal kebiakan dan penyedia



Layanan publik paradigma New Pubiik Govemance adalah konsep yang tepat
untuk diterapkan sehab, paradigma ini memfokuskan pada konsep Kolabaras)
dan jarngan vang dwdasan oleh konfrak diantara kebga pilar Governance
yaitu warga negara, kelompok, dan organisas,

Salah salu studi yang berkembang dalam kajian good governance
adatah collshoratve govermnance. Dimana studi i Eahir dari percpekdif
govemance dan  kolaborasi  Munculnya  colfsborainve  govemance
dilatarbelakang adanya komplekstas masalah yang dihadap oleh publc
arganizafion dalam menyelesaikan masalah publk sehingga membutuhkan
keterlibatan sfakenolders lain, dimana dalam govemance menekankan pada
peran pilar lain sepert o socely dan sekdor prvat.

Salah satu pakar terkemuka dalam jenis govemance mi adalah Ansel
dan Gash (2008) dengan ishlahnya yailu collaborabve governance sebaga
sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam
pemangku kebiakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah
konsensus bersama.  Selamumya Ansell dan Gash  mendefimisikan
collaharative  governance sebagai  sebuah aransemen lata  kelola
pemenntahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung
melibatkan aktor non pemenntahan dalam sebuah proses pembuatan
kebijakan kolekiif vang bersifat formal, beronentas: konsesus, dan kensultatif
dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik,

mengelola program atau aset publik.



Definesi dari Ansell dan Gash (2008) menekankan enam kriteria
Partama, forum tersebut dinsswasi ofeh institusi publik. Kedua. parbsipan
dalam forum tersebut hamus mencakup aktor nonm pemenntah Kefiga,
partisipan harus terdibat secara langsung dalam pembuatan kebaakan dan
lidak sekedar “berkonsultasi’ dengan pihak pemenmah Keempal forum
harus terorganisass secara formal dan ada pertemuan secara nutin, Kelima,
kebijgkan yang diambil harus berdasarkan konsensus. [Dan  keenam,
kolaborasi berfokus pada kebgakan publk atau manaemen publik (Ansell dan
Gash, 2008) Cofaboralive governance merupakan instrumen  yang
digunakan unfuk mengatasi suaty masalah., Coflsboratve governance
merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah,
sebab colsboralve govemance menciplakan “kepemilkan  bersama”
terhadap masalah tersebul. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda
dafam melthat suatu permasalahan Bukan hal yang mudah  untuk
mencipiakan suatu kepahaman di antara peran akdor fersebut Collsboralive
governance berperan sehagal penengah agar para aktor dapat merumuskan
kesepahaman yang sama lerhadap suatu masalah (Ansell, 2017)

Colaboratve governance merupakan suatu forum yang digunakan
untuk mencapal suatu tujuan. Menunt Donahie dan Jeckhauser (2011 4),
colfaboratve govenance merupakan kondisi yang mana pemenntah untuk
memanuhi hyuan publik melslui kolaborasi antar organisasi maupun individu
Hal senadz juga diungkapkan oieh Holzer t al, (2012;349) yang



menyalakan bahwa colaborative governance adalah kondisi  ketika
pemenntan dan swasta berupaya mencapai suatu fujuan barsama untuk
masyarakat Collaborafive govemance juga dapat menggambarkan keadaan
salng ketergantungan antar aktor Kemginan melzkukan coflabomatve
govemance muncul karena para aktor menyadan adanya keterbatasan yang
mereka miliki Kemudian, aktor tersabut perdu menyatakan keinginan dan
kesedian mereka untuk mengalin hubungan yang kebih erat dengan akfor lkain.
Tiap akior yang terdibat perlu mengakui legitimasi yang dmdila oleh aktor lain
Setelah para aktor berkomitmen uniuk berkalaborasi, maka perlu dibangun
rasa kepamilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaboras: (Ansall,
2014: 1T8). Berdasarkan pendapat berbagar ahli dapat diesmpulican bahwa
Coffisborafive Governance merupakan proses dan strukher jesanng mauth-
arganisasi kntas sektoral (govemmen!, povale seclor, owl sociely) yang
membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus
melalul mteraksi formal mawpun informal- pembuatan dan pengembangan
normma-norma dalam interakss yvang bersdfat saling menguntungkan dalam
mencapal fujuan bersama.
2.2. Konsep Tata Kelola Pemerintzhan [Good Governance)

Komsep govermnance yang berkembang saat ini dar govemment
menjadi Good Govemance seperti vang kita kenal sekarang dalam rangka
membedakan implemeniasinyg antara “baik” (good) dengan “buruk” (bad)

Istilah Good Govemance yang berart tata kefola kepemenniahan yang



baik Kemudian secara sederhana governance bisa didefinisikan cebaga
sistem nilai, kebijakan, dan institusi dimana masyarakal mengeiola persoatan-
persoalan ekonomi, scaial, dan politiknya melalur interaks: dengan dan antara
negara (publs), cnal somely (masyarakat), dan sekor swasta (prvats)

Good governance adafah suatu konsep yang beronentass pada
pembangunan sekior publik yang diakukan oleh pemerintahan yang baik
Istitah govemance sendin berbeda dengan ‘government’, dimana govemnance
berkatan dengan proses pengambilan kebsiakan dan proses dmana
kehijakan di implementasikan alau tidak Sedangkan government merujuk
kepada entifas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebuah
negara (World Bank, 1989).

Sebagal salzh satu nsiator konsep good govemance, World Bank
(1989} menjelaskan istlah tersebut sebagai sebuah program pengelofaan
sekior publik dalam rangka menciptakan ketata pemerintahan yang baik
dalam kerangkan persyaratan bantuan pembangunan Dalam tren kapan
govemnance saat ini mengarah kepada “exercise of pofiica' power fo manage
nabon” Dimana legiimasi politk dan konsensus hdak hanya dilaksanakan
oleh pemenntah sebagai akior tunggal, mamun melibatkan masyarakat
sebagal civi socely dan swasta. Sehingga pemenntah tidak lagi berperan
sebagai regulator namun sebagai fasilitator (World Bank, 19859)



Dimana dalam penyelenggaraan pemenntahan yang demokratis saat i
ardalah pemenntahan yang menekankan pada pentingnya membangun
proses pengambilan keputusan publk yang sensitif terhadap suara-suara
komunitas. Yang artinya, proses pengambitan keputusan bersdat heerarka
berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh . stakehoiger

Good Governance menjadi tren s3at ini dalam rangka menciptakan
pemenntahan yang bersih, efektf dan efisian sehingga upaya pencapaian
tata kelola pemenntahan dapat tercapas, Good Govemance laher disebabkan
karena pola-pola lama yang diadopsi pemerintahan tdak lagi sesuai dengan
tatatan masyarakat yang semakin berkembang seinng dengan
perkembangan kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipas: publik
dalam perumusan kebyakan.

Dalam kapan administrasi publik bahwa peranan pemerintah harus
memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayaman kepada masyarakat
selan pemberdayaan dan pembangunan. PFemenntahan dijalankan
berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yvang
bertangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyal sebagal sebuah kensep
dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks
ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangenan dan pelayanan publik
tidak semala-mata didasarkan pada pemenntah, lelzpi diuntul adanya
keferlibatan seluruh elemen bak interen birokrasi masyarakal dan pihak

swasia



Pemikiran harya akan terwupud apabila pemesintahan  didekatkan
dengan yang dpenntah atau dengan kaia lain terjadi desentralmas: dan
otonomu daerah. Melatw pemenntahan yang desentralisbk, akan terbuka
wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan
masibrya, serta beronentasi kepada kepentingan rakyal melals pemenntahan
daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur seria bersikap bidak mengelak
tanggung awab sebagai prasyarat terwujudnya pemenntahan yang akuntabel
dan mampu memenuhy asas-asas kepatuhan dalam pemenntahan

Governance ini lerdini dari mekamnsme dan proses dimana warga
negara dan kelompok dapat mengartikulaséan kepenbingannya, menengaty
perbedaannya, dan melaksanakan hak dan kewayiban hutumnya. Penjelasan
tersebid diatas sama dengan yang katakan RHochman (2000) dimans
govemance adatah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonoms dan sosial
yang mehbatikan pengaruh sexior negara dan seitor non pemenntah dalam
suaty kegiatan kolekid. Governance ini menyediakan aturan insiitusi,
menyediakan mtznsif bag indrdu, orgamsast dan perusahaan Kahga akdor
lersebid ledibat dalam ke pemenntahan; peran negara berfindak dalam
rangka menciptakan politk dan lingkungan yang kondusd, sektor swasta
melahirkan pekerjman dan pendapatan, sedangkan onil sociely berperan
memfasilitasi mtaraks sosial dan politik. Lebib [anjut [agi The Uinited Nations
Development Programme  (UNDP}  dalam  Maksudi  (2019)

menjelaskan  bahwa



governance adalah sistem nila, kebijakan dan lembaga & mana masyarakal
dilibatkan dalam mengelola urusan ekonomi, politk dan sosial melalul
mteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Leptmasi politik dan konsensus yang menadi pilar Wlama bagi Good
Governance versi World Bank hanya bisa dibangun dengan melibatkan akio
non-negara yang seluas luasnya dan membatas keterlibatan negara atau
pemenntah (Bayu Khansma, 2014) Good Govemance mengacu pada
partanyaan bagaimana masyarakal dapat mengarganisir dinnya sendsn untuk
memastikan kesamaan peluang dan keadilan (keadilan sosial dan ekonomi)
haq sedunsh warga negara.

Good Govemance menurud Plemptre and Graham dalam Maksuds
(2019} adalzh merupakan madel dan govemance yang mengarahkan kepada
hasil ekonomi dan social sehagaimana dicar oleh masyarakat Good
Govemance secara umum dapat diartkan sebagai sebush teor yang
menghendaki terciptanya relasi sejajar antara bga akior yang dranggap
panting dalam pengelolaan dan pembangunan sebuah negara, yakni stafe
(negara), pavale sechor [ marke! (selktor usahalpasar) dan onl socely
{masyarakat).

Peran aktif dan ketiga aktor tersebut diyalom dapat mendorong
terpiptanya sebuah kondisi yang ideal, argumentasinga adalah dengan good
governance maka disinbusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis
kepada masyarakat meskin makin terbuka lebar [Renzo dalam Maksud,
2019). Maksud (2019) menyebut babwa dalam rumusan teon



good govemance, opfimaksas peran negara sebagal organisasi yang
menyaediakan perangkat-perangkal  kebijakan guna menciptakan  kondis
menunjang penguatan sektor pvat akan dukuh oleh penguatan cvil society
sebagal dampak implsitnya Dan penjelasan tersebut memyelaskan bahwa
konsep governance menampalkan peran pemenntah, seklor pival dan
masyarakal sama penting di mana pamernintah berparan untuk manciptakan
siuasi potk dan hukum yang kondusd, sektor prvat berperan dalam
mencipiakan lapangan pekenaan dan pendapaian, kemudian masyarakat
barparan dalam memfasilitasi nteraksi secara sosial dan politik bag mobilitas
mdridy atau  kelompok-kelompok masyarakat unfuk berpartisipasi dalam
aktivitas ekonomi. sosal dan politik.
2.3, Konsep Kebijakan Publik

Dalam buku Shafritz yang berudul Defining Public Administration,
Polsby {1984) mengatakan bahwa tidak ada definisi kebgakan yang di dapat
sacara universal yang secara pelas membedakan kebi@akan darn yang bukan
kebijakan, sehingga mengakibatkan adanya ambiguitas vang dapat disatukan
tentang apa yang memupakan kebygakan. Namun, menunat Luke dalam buku
Shafritz yang benudul Definemg Public Admiisiration bahwa kebigakan pulik
pada umuemnya dicinkan sebagal kombinasé dan keputusan, komitmen, dan
tindakan yang diarahkan untuk mencapai hasd atau hasd terentu yang

dianggap untuk kepentingan publik



Sememara ilv, menund Parsons datam bukunya yang berudul Pubilic
Folizy: Penganiar Teory dan Prakfek Aralisis Kebrsksn mengatakan bahwa
“Kebiakan Publik® berhubungan dengan bedang- bidang sepert kepentingan
publik, opini publik, barang-barang publik, hukum publik, sektor publik,
kesehatan publik. transponasi publik, dan pendidikan publik Sementara tu
definesi kebijakan publik datang dan Thomas R Oye bahwa kebgakan publik
merupakan sebaga plhan pemenntah unfuk melakukan atau  bdak
melakukan sesuatu dalam bukumya yang beqgudul Underslanding  Public
Folicy (2011 3) Pendapat lain datang dan Laswell dan Kaplan bahwa kedua
pakar i memaknai kebijakan sebaga sarana unfuk mencapal tujuan,
menyebut kebgakan sebaga program yang diproyeksikan berkenaan dengan
uguan, nifai dan prakdek (3 projecled program of goals, values and practices
{Abedin, 2002).

Pambuatan kebijakan tidak berakhir sefelah kebijakan ditentukan atau
disetups. Seperi dinyatakan Anderson yang dikubip oleh Parsons (2005),
dalam bukunya yang benudul Public Policy Kebijakan dibuat saal 12 sedang
dialur dan diatur pada saal dibual” Implementasi kebijakan publik merupakan
salah satu tahapan dan proses kebijakan publik | publkc policy process)
sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun
baiknya suaty kebijakan, kalau tdak dipersiapkan atau direncanakan secara
baik dalam implementasinga, maka tujuan kebijakan tdak akan  bisa

drwujudkan. Demilean pula sebaliknya, bagaimanapun



baiknya persiapan dan perencanasn implementasi kebyakan, kalau tidak
diremuskan dengan bak maka ftupsan kebigakan juga tidak akan bisa
drwujudian,

Dengan demikian, kalau menghendaki Wupuan kebsakan dapat dicapai
dengan baik, maka bukan sa@ pada lahap implementasi yang harus
dipersiapkan dan dwencanakan dengan baik, tetap juga pada tahap
perumusan atau pembuatan kebgakan juga telsh diantsipasi untuk dapat
dimplementaskan,

implementasi merupakan 1ahap yang sangat menentukan dalam proses
kebijakan karena tanpa mnplementas yang efektif maka kebyakan tdak akan
berhasil dilaksanakan. Implementas kebyakan merupakan akbwias yang
terihal setelzh adanya pengarahan yang sah dan suatu kebijakan yang
meliputi upaya mengelola input untuk manghasillan implementasi bary akan
dimulai apabda tupan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program
kegiatan telah tersusun dan telah siap unfuk proses pelaksanaannya dan
telah disalurkan wntuk mencapar sasaran atau luuan kebijakan yang
diinginkan, Kebijakan biazanya berisi suatu program untuk mencapai fujuan,
nila-nifai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tararah. Apabila
program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan
oleh para mobilisator 2lau para aparal yang berkepentingan

Sualy kebijakan yang lelah dirumuskan tentunya memiliki tujuan- ujuan

atau target-target yang mgin dicapai. Pencapaian target baru akan



lerealisas jka kebgakan tersebut telsh dimplementasikan, dapat dikatakan
bahwa implementasi kebgakan adalah tahapan ouiput atau outcomes bagl
mesyarakat Froses menghasdkan implementasi bare akan dimular apabila
Wjuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kageatan telah
lersusun dan dana tedah siap unluk proses pelaksanaannya dan lelah
disalurkan untuk mencapat sasaran atau tujuan kebijakan yang dinginkan.

Perkembangan generasi implementasi kebigkan mula dan model
Top-Down, ke Boltom-Up. Hyond hingga pada Jarngan. Cimana lebib
elasmya diuraikan dbawah ini

2.31. Model Top-Down
Modal mplementasi fop-down adalsh suatu proses pengambilan

kebijakan publk dan tata kelola pemenntahan yang ditandai dengan
perbedaan antara politik dan administras.  Politk  diartkan  sebagai
pencapaian konsensus para pihak politk terhadap kebijakan, sementara
administras: adalah penerapan pengefahuan fmiah untuk mendesain
langkah-tangkah kebyakan dan implementasi suaty program.  Proses
govemance adalah suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat
atoritatif, dam implementasi adalah non politik teknik dan diprogramkan
(Landau, 1979; Sabatier, 1986 Wamsley & Schroeder, 1996, Kickert, et al,
1897},

Model Top-Down uga disebut sebagal mode! manaemen administrahf

“korwensional” karena semata-mata berfokus pada hubungan



antara agen dan obyek yang akan “mengarahkan” atau “dikendalkan”
Proses kebgakan adalah sesuatu proses di mana para akior berusaha
mempertahankan gans pemissh antara polfik dan administrasi antara
mereka yang membual alwan dengan mereka vang menalankan atwan
Fase implementas: dianggap sebagal aktivitas nonpofitik, teknikal dan secara
potensial dapat diprogramikan,

Dalam implementasi kebigakan, jika menguk pada model implementasi
Tap-Down Mazmanian dan Sabatier, penyebab gagalnya implementas: bisa
dilihat dengan memulai kepulusan kebigakan dan ‘atas’ dan mengajukan
empat pertanyaan unfuk memngkatkan detal pemahaman menggal
kebawah. Pertanyaannya adalah: (1) Apaksh tndakan para pejabat dan
kelompok sasaran sesual dengan lujuan dan prosedur keputusan? (2) Sejauh
mana fujuan du tercapai? (3) Faktor- faktor apa yang secara prirsipil
mempangaruhi output dan input kebijakan? (4) Bagaimana kebijzkan itu
direformulas: berdasarkan pengalaman lapangan? (Sababier 1986).

Empat pedanyaan lersebul o atas menaarsh kepada segauh mana
tinclakan para pelaksana kebijakan, apakah sesuai dengan prosedur dan
tguan kebijakan yang telah dtentukan sebelsmnys oleh para pembuat
kebijakan di tingkat pusat Agar implementasi berhasil, menurut model ini,
ada enam syarat yang harus dipenubn, yaitu: (1) Tujuan elas dan konsisten
(2] Teor kausal yang memadai, dan memastikan agar kebiakan i

mengandung teon yang akurat tenfang bagaimana cara



melahirkan perubahan Masalah yvang dihadaps memiliki 12on sebab akibat
yang cukup (3) proses mplementasd dmrut secara legal unfuk membantu
pihak-pihak yang mengemplementasikan kebijakan dan kelompok- ketompok
yang memnad sasaran kebiakan (4) Para pelsksana implementas: yang ahh
dan barkomdmen yvang mangaunakan kebijaksanaan mereka unfuk mencapai
tujuan kebipakan. (5} Dukungan dan kelompok kepentngan masyarakat
umum. {56} Perubahan kondmsi sosial ekonomi hidak mengurang dukungan
palifik maugun teon sebab akibatnya (Sabater 1566)

Secara umum model Top-Down ini mengabaikan sifat inheren paolitis
yaitu aspek-yang paling penting dan pemenntahan yang dikenal sebaga
admmisiras: atau implementass kebjakan. Selan du, upaya mencapa
koordinasi dan kendal sentral pada akhimya mengarah pada ssmakin
kentalnya birokras: dan menurunnya efektvitas dan efisensi (Landau, Van
Gunsteren 1976; Hanf dan Toonen 1985)

Sifat “non efektvitas” dan pendekatan Top-Down il adalah ketka
tguan ussha mplementas elas dan aturan memadai dan otontas fiskal
sudah ada. ¥arena Wultah, komentar Landsu dan Russel sedda lidak adil
karena menganggap model Top-Down Govemance bedaku pada semua
s#uasi. Padahal dalam berbagai lingkungan. “mesn keputusan™ mungkin
sangal cocok ferutama di fingkungan aplikasi yang stabil dan jelas. Akan
tetapi, sistern yang baik belum tenty bedaku pada sustn lingkungan



dimana lerdapat sedikil kesepskatan mengenai fujuan, lidak ada pusat
otortas dan fidak ada gans pendanaan yang jelas.

Pendekatan mi menulili pandangan tentang hubungan kebijakan
implemeantas seperh yang diglaskan dalam Emie karya Roussesu babwa
“segala sesuatu adalzh bak jka dicerahkan ke langan sang pencipta, segala
sesuaty adalah huruk di tangan manusia (Parson, 2008). Model rasional ini
bensi gagasan bahwa implementas adalah menjadikan orang melakukan
apa-apa yang dspenntahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah
sistem dan implememasi adalzh soal pengembangan sebuah program kontrol
yang meminimatkan konfik dan deviasi dan fupuan yang telah ditetapkan cleh
hipotesss kebgakan mode! rasional pada dasamya adalah ssbuah teon
preskrplf dalam pengerian yang biasa dijumpai dalam Taylorisme dan
manaemen ilmiah dan karenanya dapal dikeiik (Presman dan Wildavsky,
1973).

Beberapa ahl yang mengembangkan mode! implementasi pendekatan
fop-down adalab sebaga berkul Pertama. model yvang dikembangkan aleh
Wan Meter dan Hom (1575) yang disebut sebagal & model of fhe palicy
impiementabion process. [emana wvamabel yang memengarshi  kinerja
implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya. hubungan
anlar organisas:, karaktenstik agen pelaksanaimplemantar. kondisi ekanami,
sorsial dan politik dan kecenderungan (dispatifion) pelsksanaimglementar



Keduz, model yang dikembangkan oleh George Edward Il
menamakan modal mplementasl kebjakan publiknya dengan Dérect and
Indirect Impact on Implementation. Menurut Edward 111 {1380}, implementasi
kebijakan dapal dimulas dani kondsi absirak dan sebuah pertanyaan lentang
apakzh syaral agar implementas kebiakan dapat berhasil, Dimana dikatakan
bahwa ferdapat empat vanabel dalam pencapaian keberhasdan
mplementas;, meliputl komunikass, sumber daya, disposmsi dan atrusdur
birokras. Keempat vanabel lersebul yang dibangun oleh Edward 11l memiliki
keterkaitan &atu sama fain dalam mencapal fujuan dan sasaran program
kebijakan, semuanya saling terkart satu variabel akan mempengaruhi vanabal
yang lan.
Ketign, model wmplementssi  generasi  lopdown  lannya
dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun (1983), menurutnya
untuk dapat mengimplemeniasikan suatu kebijakan secara sempuma,
diperiukan beberapa parsyaratan antara lam
1 Sruasi div luar agen mplementas: tidak memmbulkan pembatasan yang
medumpahkan,

2. Wakiu yang cukup dan sumber daya yang memadai hanus tersedia untuk
PrOGFaITL.

3 Tidak ada batasan dalam sumber daya secara keseluruhan, dan ssfiap
tahap dalam proses implemeantasi membuluhian kombinasi sumber daya

yang tersedia.
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Kebijakan yang akan demplementasikan didasarkan pada teon sebab
akabat yang vabd

Hubungan sebab alobat adalah bersfat langsung dan hanya ada sedidot.
& ada hubungan yang mengganggu

Ada satu agen implementasi yang tidak selalu tergantung Kepada agen
kain agar bisa sukses.

Ada pemahaman penuh dan kesepakatan mengenar fupuan yang hendak
diraih dan kondisi ini harus ada di seluruh proses mplementasi

Dalam rangka mencapal tuuan vang disepakati, perlu  untuk
menspesifikasikan secara nnci dan komplet, fugas-tugas yang harus
dilakukan cleh setiap parirsipan

Ada komunikas: dan koordinasi sempuma di antara beragam elemen
alau agen yang terihal datam program

Pihak yang berkuasa dapal meminta atau menuntut ketaatan yang

SEMpUma

Model implementasi kebiakan yang ditawarkan aleh Marmanian dan

Sabatier {1953} disebul dengan A Framework for poiicy implemenianan

analysa Menurui model mi, implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke
dalam figa vanabel, yartu:

Mudah-lidaknya masalah dikendalikan vang berkenaan dengan indikator

masalah teon, dan tekmns pelaksanaan, keragaman pentaku



kelompok saearan serta ruang Bngkup obgek dan perubahan seperi apa
yang dikehandakl.

2. Vanabel kemampuan kebiakan untuk menstrukturkan  proses
implementasi  dengan  indikator  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan,
ketepatan alokas: sumber daya, keterpaduan hierarkl dalam dan anlar
lembaga pelaksana, aturan-atwan keputusan dan badan pelaksana seria
rekrutmen pejabat pelaksana

3 Vanabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruli proses implemeniasi
meliputi: (1) kondis: sosial ekonomi dan teknologi, (2) dukungan publik, (3}
skap dan (4] sumber-sumber yang dimiliki kelompok permibh seria
komitmen pejabat pelaksana, Ketiga vamabel tersebut memengaruhi
implementasi kebigakan.

Model implementasi kebigakan pendekatan Top-Down lamnya juga
dikemukakan oleh Manlee 5 Grndle Pendekatannya dikenal dengan
implementation as A Folifical end Administrative Frocess. Menurut Grndle
{1960} keberhasilan implementas: kebijgkan ditentukan oleh 51 kebgakan dan
konteks implementasinga lde dasarmya adalah babwa transformasi kebigakan
di lakukan sebelum mplementas) kebijakan, Keberhasiannya ditentukan oleh
derajat mplementabdity dan kebijakan tersebut Sedangkan isi kebijakan,
mencakup hat-hal sebaga benkt = 1) kepentmgan yang terpengaruh oleh
kebijakan arimya bahwa sejauh mana kelompok sasaran alau targel
kelompok termuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh

target kelompok. 3) derajat pensbahan



yang dinginkan, 4} kedudukan pembuat kebgakan, 5} pelaksana program,
apakah sebuah kebyjakan telah menyebutkan implementomnya secara nnci,
&) sumber daya vang dikerahkan, arinva apakah sebuah program didukung
aleh sumber daya yang memada

Sementara u, konteks mplementasinya adalah 1) kekuasaan,
kepantngan dan strateqi aklor yang teribat, 2) karaktenstik lembaga dan
penguasa, 1) kepatuhan dan daya tanggap. Model Gondle ini lebth memtik
beratkan pada konteks kebeakan, khususowa yamg menyangkut dengan
implementor, sasaran, dan arena konfiik yang mungkin terfadi di antara para
aklor implementasi serta kondesikondiss sumber daya implementas! yang
diperiukan.
2.3.2. Model Bottom Up

Model implementasi kebsjakan selanjuinya adalsh model Botfom- Up
odel ini banyak dikritk karena tidak menjelaskan peran akior dan unsur k3in
dafam proses implementas: Oleh karena iu, model “bofform-up” dalam
reaksinya terhadap masalzh hegemoni model Top-Down, memperfshatkan
pembelaan vang radkal akan desentralisas et govermance  dan
privatisasi, sambil meminta pemenntah pusat member perhatian kepada
masalah aktor-aktor lokal dengan member lebéh banyak sumber daya.

Governance dilihat sebagas proses politik esensial di mana entitas lokal

membarter kepentingan dan tujuan personalnya (Kickerl, 197). Fase ini jelas

lediihat pada tahun 1%0-an dan 1970-an di Amerika Seonkat



dan Eropa [ Amenka Senkal, model ini benar benar dipraktikkan dalam
pendekatan Great Socisly dan New Federslsm selama pemerntzhan
Johnzon dan Nocon. Or Eropa, tema desentralisas terlihat jelas dalam reakss
sejumlah negara lerhadap pembebanan berlebihan terhadap sumber daya
publik oleh negara kesejahteraan sosialis yang dijalankan secara sentral
Crssbut pendekatan Bottom-Up karena perspekti vang digunakan adalah
perspektf kembaga yang mengmplementast atau kefompok sasaran,
kebalkan dan agen! cenfral Kepemtingan aktor lokal iulzh yang menjadi
dasar evaluasi kebiakan publk dan pefaksanaannya, Berbada jauh dengan
pendekatan Top-UOown, pendekatan mi memastkan bahwa parumusan
kebijakan dan pelaksanaannya adalah proses polibk. Beberapa ahh yang
mengembangkan model ini adalah Michael Lipsky (1971) Richard Elmore
(1979), dan Benny Hjem & Dawd O'Porter (1981) dalam Parson (2008)
boded Botom-up ini muncul sebagai kritik terhadap model Top-Down.
2.3.3. Mode! Hybrid

Model i dapat dpahamn  dan  defimsi  implementast  yang
dikemukzkan oleh para ahh sebaga) berkut
1 Implementasi sebagai evolusi (Majone dan Wildavsky, 1984);
2 Implementasi sebagai pembelajaran (Browne dan Wildavsky, 1984)
3. Implemeniasi dan tipe-tipe kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982},
4. Implemaniasi sebagal antar organisas: {Took dan Montjoy, 1984);
5 Implementasi sebagai teor kontingensl (Alaxander, 1985),



6  Implementasi sebanai bagan subsistem kebijakan (Sabatier, 1985); dan

I Implemeniasi sebagai manajemen sektor publik (Hughes, 19594)

8. Implemeniasi kebsakan sebagai commumcaton mode! (Goggn, et al
1950)

Model yang dikembangkan oleh Sabatier mengombinasikan unit anadisis
Bottom-Lip. yaitu slunsh vanasi akior publik dan privat yang terlibat di dalam
suatu masalah kebgakan dengan Top - Down, vaitu kepedulian pada cara-
cara di mana kondsi kondisi sosial ekonomi dan instrumen legal membatas:
perfaku Pendekatan ini tampaknya lebsh berkatan dengan konstruksi teor
danpada panyediaan pedoman bag prakiisi atau potret yang nnci atas skuasi
tertentu. Sebain itu, mode! ind lebsh cocok untuk menjetaskan sustu perubahan
kebijakan dalam jangks waktu satu dekade atau lebih Usaha yang ketiga
unfuk memadukan unsur-unswe pendekatan Tog-Down dan Boflom LUp
dikembanghkan oleh Goggin.

O daam mode! yang dikembangkan mengenal implementas: kebgakan
antar pemenntzh, mereka mempardibatkan bahwa implementas: & tingkat
daerah (sfale) adalah fungsi dan perangsang-perangsang dan balasan -
batasan yang dibenkan kepada daerah dan tempat lain di dalam sistem pusat
(federal) dan kecenderungan daerah untuk bertindak serta kapasitasnya
untuk  mengefektifican  preferensi preferensinga Pilihan piihan daerah
bukanlah pilihan dari akior nasionzl yang kompak tetapi



merupakan hasil bargaining antar unid-unit nternal maupun ekstemal yang
terfibat di dalam politik daerah Pendekatan-pandeiatan ini mengandalkan
bahwa implementas: program program pusat di tingkat daerah pada akhimya
tergantung pada tipe vanabel-vanabe! Top Down maupun Boltom Up,

2.3.4. Model Jaringan (Network)

Berawal dan harapan bahwa usaha pemerintah adalah memecahkan
atau menciptakan kondisi kondusif unfuk mengurangl atau memecahkan
masalah dalam kepentingan publik Yang dimaksud "publik” fu mencakup
banyak janngan aktor, yakni sebagian besar aktor ifu balum siap menerima
pengaruh  suaty  lembaga pemenntah.  Usaha-usaha  bersama
mengombinasikan berbagal sumber daya bak ekonomi maupun podtik dan
para aklor sangat diperukan untuk kesuksesan suati implementas:

Model mplementasi mekanistik ataupun model implemeantasi organik
yang sefama ini digunakan harus segera ditinggalkan model tersebut sudah
tidak relevan lag digunakan untuk kondi saat im, karena para aktor
implemantas) kebjakan hdak mampu memecshkan masalah sendin tanpa
dukungan sktor yang lan, Demikian pula, pars aktor fidsk dapat
memaksakan kehendaknya kepada yang lain untuk menenma ide- idenya.
Sehingga atas dasar tersebut kebutuhan akan konsep nefwork ifu muncul

(Schroeder 2001)



Model jaringan telah diadopsi dalam berbagai disiphin, termasuk
bteratur mutakhir proses-proses kebiakan dan pembuatan keputusan sekdor
pubkk. Klyjn {2000) menyatakan bahwa analsis janngan kebsakan adalah
spesis dan analisis janngan vang paling relevan terhadap pemenntzhan
Analisis janngan kebijakan menskankan bagaimana janngan menesntukan
tzu-isu yang akan dimasukkan ataupun dikefuarkan dar anggota kebsjakan,
membentuk pentaku dan para akior, mengishmewskan kepentingan tertentu,
dan bahkan mensubstifusi bentuk-bentuk prival dan pemenntah  untuk
akuntabilitas publik,

Model janngan memahami bahwa proses implementas: kebsjakan
adalah complex of mierachon process diantara sejumizh besar aktor yvang
berada dalam suaty janngan (nehwodk) akioe-aklor yang indepanden Interaksi
dalam jafingan tersebul yang akan menentukan bagammana implementas:
harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepanian,
dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di calamnya.
Moded wi antara lain dikembangkan datam sebush buku yang ditulis oleh
dmuwan Befanda, yaitu Walter Kicker, Enk Hans Klin, dan Joop Koppenjan
melalui publikasinya vang berjudul Managing Complex Neiworks' Strategres
for the pubiic Sector (1997). Semua aktor dalam jaringan pada model ind
relatif otonom, arfinya mempunyai ujuan masing-masing yang berbeda

Poiicy nefworks {jaringan kebiakan) digambarkan dalam beberapa

kategori. Partama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, inkages di



antara aktor-aklor, Ketiga, boundary (Kenis & Schneider, 1531, Carleson,
2000). Sementara Rhodes menggunakan  istilah  jaringan  unfuk
menggambarkan beberapa phak yang terkat dalam rangka pembenan
pelayanan. Janngan-janngan m dibuat oleh organsasiorgamsas tersebut
dangan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang informasi,
keahlian) umluk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengarub
mereka terhadap hasil, dan unluk menghindan ketergantungan pada pihak
lzin dalam menjalankan perananmya

Sabatier (1993) menelti suatu jaringan kebijakan dan menamakan
Advocacy Goaltion yafu sekelompok pengambil kebiakan dalam subsistem
kebijakan. Akior dan advosacy coslfion terdin dan pefaku- pefaku dan
sequmlah insttusi swasta dan pemenntah dalam semua level organisasi
pemenintah yang berhubungan alas dasar kepercayaan pada pencapaian
tujuan. (Howlett dan Ramash, 1995}

Swtem kepercayaan yang melandas: hubungan di antara akior terdin
atas bga tingkat kepercayaan vaitu: (1) Common belef suatu kepercayaan
dan kesamaan persepsi pada tujuan kebijakan berdasarkan kesamaan
pengetahuan tentang masalah publik yang menank perhatian aklor-akior
tersebul Kepercayaan ind seringkali berkaitan dengan sifst dasar manusia
baik sebagal ndnadu maupun sebaga kolekhf Kepercayaan yang bersumber
dan sifal dasar manusia, dalam kenyataan sangat sulit diubah, (2} Core of
bahar system yaitu sistem kepercayaan berdasarkan atas pandangan yang

sama terhadap sifat alams manusia



dan beberapa kondisi yang danginkan manusia Koalisi berlandackan sislem
keparcayaan ini sangat stabd parsatuannya suiit dirubah; 3) External faclors
meliputl uang, keahlian, jumiah pendukung, legal ofontas, pendapat umum,
ieknologi, tingkat nflas, milainila bedaya, Sistem kepercayaan yang
lerhentuk dari faklor-faktor eksternal relatdl mudah berubah (Swaitn, 2008)

Janngan kebsgakan terbentuk dalam sebap fahap perumusan
kebijakan. Howlett dan M. Ramaesh {1995} memandang perumusan kebgakan
sehagal suatu proses yang terdin stas serangkaian tahapan, yaitu (1) tahap
pengusulan altemnatif, (2) seleksi ahematii, (3) pendlaian ahematf (4)
pemihan attematf. Perumusan kebyakan atau penyusunan aftematif
kebijakan adalah juga proses perencanaan (Quade. 1982)  Janngan
kebijgkan akan terwadahi dalam organsasi Organisasi ini sering disebul
subsistem kebijakan. Howletl dan Ramesh (1095) Subsistem kebiakan
dalam perumirsan kebijakan ferbentuk {atkala semua yamu pihak pemampm
dan yang dipempin, antara berbagal kelompok poliik, masyarakat dan swasta
berpartisipas: dan lenadi inferaks i antara partssipan atau akior. Kegeatan
saling memengaruhi di antara para aktor akan membentuk suatu paramelar
parameter yvang refatf stabil. Parameter-parameter yang relatf stabil dibatasi
oleh sistem niai atau faktor internal dan eksternal akior. Pensbahan interaksi
antaraklor yang disebabkan perubahan sistem ndai akan berakibat pada
parubahan



subsistem kebijakan [Parsons, 2008) diadaptasi dari Sabatier, 1988, 1991)

Pesatnya pertumbuhan model @nngan tegadi sewing dengan
beberapa keuntungan vang ditawarkan oleh model ini baik kepada swasta
maupun pementtah DI antara keuntungan tersebut, model janngan
memungkinkan seliap organisasi untuk lsbih berfokus pada core msson
organisasi dan memanfaatkan sejumilah keahlian khusus untuk menjalankan
misi, Kedua, dengan moded jaringan akan tertipta inovasi dalam organisasi,
Dengan mengeksplorass serangkaian altermatf vang melbatkan berbaga
penyedia  [provider] maka model  jaringan  memungkinkan  adanya
akspenmentast yang begitu penting dalam proses inovast.

Ststem pembenan layanan melaln model janngan, jika ditata dengan
tepat, skan menghasilkan peluang inovas: yang lain Tata pemeanntahan yvang
demckratis menghasilkan pelayanan publik yang berkualtas finggi, dan
konteks movasi teretak pada daya mesponsnatas Dirokras! dan pemenniah
kepada publik. Kefiga, model jangan mengedepankan konteks kecepatan
(speed] dan flekshitas (fexbidiy) Fleksibilitas memacu kecepatan respons
pamedntah kepada hngkungan, Terlalu lambatnya reaksi birokrasi kepada
sifuasi dan tamtangan baru dipicu oleh struktiur pembuatan keputusan di
birckrasi yang terlaiu heerarkis. Rigiditas pemenntah serta sistem pengadaan
(procurement) menyebabkan birokrasi sult unluk bergerak cepal alau

mengubah arah



vang sealan dengan perubahan fingkungan Sebaliknya, dalam model
@rngan.  pemenniah dan birokrazi akan lebth fleksibel model ini
memungkinkan pemenntah untuk “mem-bypass: prosedur apabia prosedur
yang dmaksud memperambat proses & Birokrasi
24, Policy Network Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Istitah Foficy Network telah digunakan sejak tahun 1970an dalam ilmu
politik, meskipun fenomena yang dimaksud memiiki tentu saja diplaskan
dalam ishlah lam sebelum m Dalam pengeriian yang paling mendasar, im
meruuk pada serangkaian akior politk di dalam dan di lear pemenntah yang
terlibat dalam, atau menaruh minat pada, pembuatan kebiakan publik, dan
atau hubungan antara para aktor i [Compston, 2009). Compston (2009)
menelaskan bahwa ishilah Policy Nehwork adalah gagasan bahwa hubungan
antara anggola janngan didasarkan pada sabng ketergantungan sumber
daya masing-masing akior menginginkan sesuatu dan satu atau lebih akior
lain dan siap untuk bertukar sesuaty dan mereka sendnl  untuk
mendapatkannya Dalam survel ekstensinya tentang Ideratur jaringan
kebijgkan, Tanja Borzel menympulkan bahwa meshipun konsep jaringan
sangat bervanas: antara dan dalam berbagar disiphn irmu:

“They all share a common undersfanding, & mimmal or fowest commarn

denominalor definiiion of 8 poalicy nefwork, as a sef of relalively sfabie

reiafion ships whch are of non-werareh caland mferdependent rature

liniang & vanety of actars, who share commaon intenests with regand o a

policy and who exchange resources lo pursve these shared inferests
g thet cooperation is the bast way o acheve common

Wh@mg
qoas. [Borzel 1998 254)



Datam karya Compsion (2009) dielaskan bahwa jaringan kebiakan
sebagai ‘kompleks orgamisasi yang terhubung satu sama Eain oleh
ketergantungan sumber daya' {Bemson, 1982, hal. 148) dan memandang
pambuatan kebijakan sebagal sabagian besar terdei dan proses pertukaran
sumber daya menggunakan politik spesifik strateg dalam ‘sturan main’ yang
dipahame (Rhodes, 1985, him 4-5) Rwle o fihe games i pada
penekanannya menupakan karaktenstik teon janngan kebijakan yang banyak
digunakan bersama Sementara fu. seperi halnya Rodhes  Smith
berpandapat bahwa jka pemanmah ingin mancapai lujuan kebiiakan terteniu
dengan konflk minsmum, diperukan banfuan kelompok  dalam
pengembangan dan mplementasi kebgakan. Hal ini, sebagal mmbatan untuk
member kelompok i akses ke proses kebgakan, Dampak janngan pada
kehijakan publik adalsh fungsi dan kekuatan relatif anggotanya, yang
lergantung pada sumber daya mareka dan cara mereka diperukarkan (Smith,
1993). Van Waarden melihat janngan kebyakan tmbul dan saling
ketergantungan berbagai aklor, admanistator memedukan dukungan politik,
begitimasi, informasi, mira koalisi terhadap saingan birokrast, dan bantuan
dangan implementasi, semeniara kelompok kepentingan menginginkan akses
ke pembuatan kebijakan dan implementasi serta konsesi untuk kepentingan
mereka. Hal ini menyebabkan pertukaran sumber dava yang. seining waktu,
dapat menjadi dilembagakan ke dalam jaringan (1992, hal. 31)



Hay dan Richards mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai alianc
strategis yang ditempa di seksfar agenda bersama betapapun diperebutian,
namun dinamis dan saling menguntungkan melalur aksi kolektt. Dengan kata
Lain, aktor kebigakan hanya berpartisipas dalam jenis interaksi yang mengadi
ci janngan kebiakan jika mereka pikir mereka bisa mendapatkan sesuatu
dannya. Hal i, bdak jauh dan model ketergantungan sumber daya,
Keterganiungan sumber days juga penting bagi Iterabwr terbaru
pemenntahan  Rhodes, mesalnya, mendefinsikan Governance sebagai
jaringan antar-organisasi yang mengatur dinnya sendin, dan berfokus pada
ketergantungan daya dan perfukaran sumber daya menggunakan strateq
dalam aberan man yang diketzhw. Pemenntzhan dipandang lebih luas
danpada pamenmah karena mencakup aktor swasta, dan janngan dipandang
sebagai pengorganisasian din dan refatd olonom dan negara (Rhodes; 2000,
him. 60-1).

Policy nefworks atau jejanng  kebijakan digambarkan  dalam
beberapa kategon Perlama, didesknpsikan sebagar akior-akior, Kedua,
finkagas duantars aktor-aktor, ketiga, boundary, (Kenis & Schneider, 19591 © 41-
42 Carisson, 2000 : 505) Sabatier (1933) menelili suaty jejaring kehiakan
dan menamakan Advocacy Coalibon yaitu sekelompok pengambsl kebipakan
dalam subsisiem kebijakan, Akior dan sdvocacy coafibion terdin dan pelaku-
pelaku dari sejumish instiusi swasta dan pemenntah dalam semua level
arganisas: pemernntah vang barhubungan



atas dasar kepercayaan pada pencapaian lujuan (Howlet! dan Ramash,
1995 -126)

Sistem kepercayaan yang melandasi hubungan deanfara aktor terdin
tiga (3) vaitu. Pertama Common Belel yatu sualu kepercayaan dan
Kesamaan persepsi pada lujuan  keb§akan berdasarkan  kesamaan
pengetahuan tentang masalah publik yang menank perhatian akior-akior
tlersebit Kepercavaan im sennghkal berkaitsn dengan sfat dasar manusia
balk sebagar indradu maupun sebaga kolekhf Kepsrcayaan yang bersumber
dan sifal dasar manusia, dalam kenyataan sangat sulll dibah, Kedua core of
belef system yaitu sistem kepercayaan berdasarkan atas pandangan yang
sama terhadap sifat atami kemanusizan dan beberapa kondiss yang
dinginkan manusia Koalisi berlandaskan sistem kepercayaan in sangal
slabil persaluannya sulit dirubsh, Ketiga Exfernal facfors melipuli uang,
keahfian, jumkah pendukung, legal otoritas, pendapat umum, teknologi, tingkat
mlasi, nila-ndai budaya . Sistem kepercayaan yang terbentuk dan faktor-
laktor eksternal relabf mudah berubsh

Sementara itu dalam bukunya Parsons (2005:138) bahwa Advocacy
Coafifion adalah penis Poficy Nefwork yang merupakan Hybnd Mode!
subsistern kebijakan dalam kerangka policy network. Koalisi advokasi dapat
dtemukan pada semua level kebgakan, baik tmgkat nasional, sub nasional
dan lokal Falicy Netwark dalam suatu subsistem kebiakan dapal dipelajan

melalul koalisi dan aktor-aktor jejanng kebijakan. Hal mi



disebabkan subsistem kebijakan mesupakan jejaring kebijakan yang terdin
dan sajumiah koalisi-koalisi advokasi yang dapat dibedakan satu sama lain
berdasarkan keyakinan dan sumberdaya yang mereka miltk.

Penetapan agenda dan tshap lannya dalam proses  kebiakan
didominasi oleh opni el Dampak dan opini publik pakng-pakng hanya
bersifat modest. (Sabatier, 1991:148; 1993: 30 dalam Parsons, 2000 ; 199)
Semabmn banysk kepentmgan akior yang teribat dalam jejanng kebgakan
akan semakin memperhesar koahs) baik secara kualitas maupun kuantitas
Semakin banyak tumbuh koalisi tidak memgamin kemudahan perumusan
kebijakan bahkan dapat mengancam proses perumusan kebijakan. Koakss
‘idak terkendall’, besar kemungknan teradi dalam arena kebgakan. Koahs: m
terbentuk dalam rangks mewujudkan opini elit Kondisi i hanya dapat
teratasi dengan kemunculan sang penengsh (policy brorers) Penelitian
tentang aktor kebgakan dalam jejaring kebijakan publik antara lain dilakukan
Cobb dan Eider (1972:85 dalam Parsons, 1997:127T) yang menemukan
hatwa aklor kebiakan adalah komuntas kebigakan yang terdini dan
pamedntah, sekelompok publk yang berpartsipas: di bawah imsistor atau
pemimpin opini dengan tekanan media massa. Jejanng kebiakan adalah
suaty hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah,
masyarakal l=rmasuk prival. (Waarden, 1592 © 25-52 dalam Howlelt dan
Ramesh, 1955 1130).

Aklor  kebigkan cerng g3 disebul  sehagal  sfakeholders.

Management Stakeholders adalah suaty pendekatan terhadap



slakehoiders dengan menyesuaikan kondisi slakehoiders, yailu - 1) Hekan
Karja (Partner) 2) KonsuMasi (Consulf) 3) Informasi (Inform) 4). Kontrol
{Condred) (Viney, 2006 -2-3). Rhodes menerapkan teon ketergantungan dan
pertukaran sumberdaya dan e janngan kebyakan untuk studi relasi lokal-
sentral (1981, 1986, 1988). Pemikiran ini berawal dani Benson (1982 1982
148) yang mendefinisikan @ringan kebijakan dalam term kompleks organisas:
yang dihubungkan satu sama lain melalw ketergartungan sumberdaya.
{(Parsons, 2005 : 188), Pembentukan jejanng kebayakan dan inferaks: aklor
dan sistem nilai dapal dipahami melalui teon keterganiungan sumberdaya
dan tecrn prospek.

Pobcy Network terbenfuk dan berkembang menpdi bermacam jens
tergantung pada intensitas dan dommas: hubungan yang tenadi diantara
ketiga aktor. Terdapal lma (5} sumber sislem nila yang mempengaruhi
intensitas dan dominasi hubungan diantara aktor perumus kebijakan publik
(Wark, 1998:), yaknic 1) nitai-milai mdradu, 2) ndai-nilas profesional,

3 nilai-melai organisasa, 4) nilai-ndai legal, dan 5) nalai-nilar kepentmgan publik
Policy Network terbentuk dalam seliap tahap perumusan kebijakan, Jones
{1984), Brewer. Howlett dan M. Ramesh (1995) memandang perumusan
kebijakan sebagal suatu proses vang terdin atas serangkaian tahapan
sebagal benkut

1 Tahap pengusulan aftematif

2 Saleksi shematil

3. Pendaan attematit;



4 Pemilian atarnatf

Perumusan kebijakan atau penyusunan attermatif kebgakan adalah
juga proses perencanaan (Quade 1984 - 108). Jejanng kebsjakan akan
terwadahl dalam  organisasi.  organisas i senng  dsebut  subsistemn
kebijakan. Howlett dan Ramesh (1935 | 125)

Subsmtem kebijakan dalam perumusan kebijakan terbentuk ketka
semua yartu pihak pemimpin dan yang dipimpm, antara berbagar ketompok
politk, masyarakal dan swasla berpartsipas: dan tenadi intsraksi diantara
partisipan atau akior, Kegiatan saling mempengaruhi diantass para aktor akan
membentuk suaty parameter-paramefer yang relatif stabl  Paramater-
parameter vang relatf stabd dibatas) obeh sstem milar stau faktor intemal dan
eksternal akior Pensbahan interaksi anlar akfor yang dissbabkan perubahan
sistern rilai akan berakibat pada perubahan subsistem kebijakan, (Parsans,
2005:198 diadaptasi dan Sabatier, 1988, 1991) Policy Network menjadi
tumbuh dengan bermacam jemss tergantung pada intensitas hubungan kebga
akior dan domunasi salzh satu aklor Jenssemes jEjanng kebiakan yang
muncul adalah
1 Bureaucratic Nebwork
2 Chentehstic Network
3 Tnadic Network
4. Plurafistic Nelwork

Apabila masyarakat mendominasi hubungan antara pemenntah dan masyarakat

akan terbentuk empat jenss jejanng: 1) Padicipatory Stabist



Netwark, 2] Caplured Network, 3) Corporatis! Network, 4] [ssue Network,
Ketarkatan akior dan sistim ndai dafam pembentukan jajaning kebipakan
ditinjau dan kerangka koalisi advokas adalah bagaimana agar pensmusan
kebyakan publk hingga implementasnya telap memperahankan nila-nla
kepentmgan publik. Perubshan tujuan kebijakan bdak tenadi, dan tujuan
kebijakan mendacarkan pada nilai-nidai pefayanan publik. meninggalkan tirani
dan berabh ke publik. Nilai kepentingan publik sangat dipengarube fakdor
pohtik, namun perubahan apapun dalam suatu perumosan kebyakan tdak
bijaksana apabila menyimpang dan kepentingan publik

¥etargantungan sumber daya (Resources Depandancy| merupakan int
dan Polcy Network (Compston 2009). Seperti yang telash dikatakan oleh
Compston  (Z2009) bahwa dengan demioan, untuk kepeduan anafiss
kebijakan Polcy Network didefinisikan sebagai seperangkal aklor politik
dalam pertukaran sumber daya atas kebigakan publik (keputusan kebsjakan),
sebagai konsekuensi dan saling ketergantungan sumber daya mereka. Lebih
lanpt dalam perspektf Folgy Nefwork terdapat beberapa teon yang
barkembang, diantaranya sebaga berkut

24.1. Teori Ketergantungan Sumber Daya

Dalam menghadapi realta yang kompleks pihak-pihak baik indradu
maupun kelompok tidak peenah terlepas dan keterbatasan sumberdaya
Ieroka niscaya membuiubkan baniuan dan pihak fam unfux memanuhl

kebutuhan hidupnya. Keterbatasan kemampuan uniuk memenuby kebutuhan

yang dimilka baik ndradu maupun organisasi menyebabkan



timbulnya inisiatif untuk menjalin kerasama dengan phak lzin untuk
mengatas keterbatasan sumber daya.

Era globalisasi saat m membawa dampak besar kepada semua aspek
kehidupan sosizl masyarakat Hal i dibenarkan juga oleh Early dan Gibson
(2002) dengan menyatakan: *Giohalization of the market has been ieniified
as one of the most significant changes in work emironment over e last
decade”. Dampak yang ditmbullian dan globalsas: ini mengadi tantangan
tersandin kepads semua pihak terutama pememntah untuk menyesuakan
proses kerja orgamisasi sehingga selaras dengan kondisi masyarakat yang
semakin kompleks. Salah satu yang memjadi kunci keberhasilan - sebuah
bangsa adalah mereka vang memiily wistem pemenntahan yang baik
Dengan prnsip keterbukaan, sebuah insblusi publik akan mendapatkan
legitmasi positif oleh stakeholders baik dar datam dan terlebib darn luar
organisast indikator ini juga menjadikan organisasi publik dapat membangun
Link dengan baik di tengah perubahan dan dinamika ingkungan sosial

Teon kelergantunpgan sumber daya adalah teon yang menyatakan
bahwa lujuan sualy organsasi adalah untuk mengurangl ketergantungan
pada organisasi lan yang menyuptai sumber-sumber daya di lingkungannya
dan berusaha menemukan cara atau strateg untuk mempercieh sumber-
sumber daya tersebul, Jones dkk, menyebultkan teon  ketergantungan
sumber daya ini berusaha menghadapi kekuatan



lingkungan dengan menggunakan strateg-strateqi proaktif untuk mengakses
sumbar-sumbar daya yang ada dlingkungannya.

Ketergantungan sumber daya terhadap organisast lam peru dikelola
dengan bak dengan cara perama, organisas lersebul harus  bisa
mempengaruhi orgamsasi lain sehingga mereka dapal memperoleh sumber-
sumber daya yang dibutubkan, Kedua, organisasi peru merespon kebutuhan
dan tuntutan dan organisasi lain di ingkungannya.

Menurut Hodge dan Anthony (1938), ada 8 kondisi atau alasan yang
mendarong organisasi membenluk hubungan kena sama dengan organisasi
lainevya, yasu
1. Cost-benefif (inducement-contmbution)

Suatu organisas atau kelomipok organsast melakukan kenasama dengan
organisasi lainnya, jika keuntungan yang diperoleh lebih besar dan biaya
dari kerjasama fersebut Keuntungan utama yang diperoleh adalah
melepaskan ketergantungan terhadap hngkungan. Hal i dilakukan
karena mereka percaya babwa dengan melakukan kerasama akan jauh
lebih menguntungkan dan pada melakukan kera secara sendin-sendin
dalam hal lain tanpa mekakukan kerasama.
2 Bower

Cirganisasi bergabung dengan organisasi lainnya skan memadicannyva
kuat dalam berkompetisi dengan kompetitomya dan akan terbatas dan
keterganiungan sumberdaya orqanisasi lan



3 Hesource Scarcily or Perfarmance Distress
HKerasama antar organisas dilakukan untuk mengurangi ketergartungan
sumberdaya bersiat langka dan orgamiaasi lain yang menguasai sumber-
sumberdaya tersebut Strateg im ddempuh untuk dapat mempertahankan
keberlangsungan organisasi dalam kondisi lingkungan yang lidak pash.

4. Heaction fo Superordinate Goal or Oufside Force
Ketika ada tekanan-tekanan dan kekuatan huar dan untuk mencapal
tupean yang kebih tinggr maka @lan keluar vang perlu dilakukan adakah
berkoalisi dengan organisasi lainnya yang dapal membarkan konribusi
terhadap pencapaian fupsan tersebut.

5 Stuctursl Condusnveness af fhe Environment
Hernasama antar orgamsasi dapal dilzkukan dengan bak pka [mgkungan
mendorong teradingag hal tersebul. Dalam suatu fingkungan alau
masyarakat, terdapat hukum-hukum, kebiasaan, dan tradisi-tradisi yang
kesemuanya mi akan menjadi koninbulor utama tercipianya kenasama
tersebul.

6 Boundsry Permeabifity
Suatu organisase atau kelompok orgamsas: akan dapat melakukan
kefjasama antar organisasi jika mereka tidak menutup din dan
lmgkungannya (boundary permeatilily). Kerasama antar organisas: akan
mungkin terjadi ks merska memdiki fleksibiltas  dan



kedinamisan, karena orgamisass akan lelap surdve dengan memiliki

karaktenstik tersebut.
7. Organizations! Goa's

Drganisast akan melakukan kena sama jika mereka mamiik tujuan stau

kepantingan yang sama, Tanpa hal im, tidak mungkin Terjadi suatu kerja

saima diantaranya.
8 Oppariunities fo Cooperale

Tenadinga kerasama antar arganisas: dikarenakan mereka telah meamiliki

rarma-noma yang mendarong uniuk teradinga suatu kenasama Begitu

pula karena sebelumnya telah melakukan kenasama dengan pihak

lainmya sehingga memudahkan membeniuk kenasama tersebut

Dengan melihat [atar belakang yang mengadikan organisasi melakukan
kerja sama dengan organisasi lainya dikarenakan sifal orgamsasi yang
memiliki keterbatasan sumber daya, maka hal ini membawa kita pada
pemahaman bahwa suatu organisasi melakukan kenga sama dengan
arganisasi lainnya antara lain karena pertama, adanya saling ketergantungan
antara organisasi satu dengan lainnya (inferdependance)
Motf interdependence merupakan faktor umum organisasi melakukan

hubungan-hubungan kerja sama (Gulati & Gargiulo, 1938). Hubungan kerja
sama yang dilakukan merupakan salah satu strategi organisasi dalam

mencapai tujuan dimana saling ketargantungan ini bisa



dilirat karena adanya Wguan yang sama  Tenalinnya ker@ sama juga
disebabkan oieh terdapaimya kesamaan-kesamaan antar organsasi-
organisasi tertentu dan semakn tinggnya kesamaan yang dimilik organisas
semakin dimungkinkan orgamnsas tersebut untuk menciptakan sebuah alians

Heutamaan teon katerganiungan sumber daya adalah teon ini berupaya
mempangaruhs organisas-onganisast lain untuk mengurangt ketergantungan
sumbar-sumber daya ofgamsasi-organisasi lam yang menguasal sumber-
sumber daya yang dibutubkannys melaiui pembentukan strateqikenasama
aniar ofganisasi.

Kolemahan teon ini adalah ketidakmampuannya dalam menyediakan
wiew yang jelas dalam hal penilaman efekinatas dan efisens: kena sama
dikarenakan kerja sama yang dimaksud belum leradi Kelergantungan yang
terjadi juga tidak cukup untuk memberkan informasi dalam pengambitan
keputusan membangun kerja sama dengan organisasi lain. Informasi yang
diniizi cuboup untuk menjads nusukan datam membentuk hubungan kena sama
adalah jika kens sama telah dilakukan stau kebika kera sama sebelumnya
tetah dilakukan kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam menenukan keda
sama di masa mandatang.

24.2. Teori Transaction Cost
Konsep Policy Network teon Transsction Cost Economic digunakan
untuk memperahankan dan mengembangkan leon Polcy Nefwork tersebul

{Hindmoor, 1998), Sementara Carret, al (2008) bahwa Cos



Transachion pada dasamya adalah biaya managmen  [perencanaan,
adaptasi, pemantauan, dil.) Can penyediaan layanan publi

Biaya manajemen ini ada apakah layanan diproduksi sepenuhnya di
rumah atau melalui beberapa cara penyediaan eksternal telap biaya i
cenderung meningkal sscara  signifikan  unluk penyediaan  eksternal
Ketentuan eksternal melbatkan biaya tambahan dan memutuskan di antara
vendor dan kegestan yang diperlukan untuk bemegosiasi, memantaw, dan
menegakkan perjanjian. Ini karena "informasi terbatas, kebdakpastian tenfang
masa depan, dan prospek bahbwa orang atau organisasi berperdaku
opestunistik dalam interaks: mereka dengan orang lam” (Brown dan Potosk
2005, 328).

Teon biaya ransaksi atau frensachon cost theary manunit penjelasan
Donaldson (1955) menekankan pada biaya transaksi dimana feon ini
dimakreai sebagal pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai
hatasan, Pada proses perukaran sember-sumber menund  pendapat
penganut teon baya transaks femyata lerdapat sewmiah faklor penting
penciptaan dam pengembangan struklur organssas: yailu biaya- biaya
kesaluruhan dan sebuah rantai perekonomian Donaldson {1995)

Wilkamson (1985} memandang berbeda terhadap dua pandangan
pengembangan strukbur yadu pasar dan oganisasi Pada pasar, pertukaran
lerjadh leswat neqosiasi konfrak dimana semua bagian diasumsikan bargerak
untuk kepentingan prbadi. Dalam pandangan pengetshuan  murni
perukarantransaks: merupakan kebutuhan semua



bagian, dan harga didagarkan atas kepentingan indridual serta tangan tak
kelihatan {imvisible hand] pada perekonomian bebas (sebagian besar adalah
pengual dan pembeli) sehingga pengendalian biava dibutubkan oleh pasar
bebas (pure markel] Asumsi tersebul memunglinkan pekenaan (pada
arganisasi) dilakukan lewal kontrak-kontrak yang dibuat guna mengendalikan
biaya-biaya dalam transaksi. Klaim pada kontrak menyatakan bahwa melalu
kontrak segala sesustu yang bemidai i masa yang akan datang dapat
diestimasi Pada sifuas: ini organisas) dapat memandang dengan lebeh baik
altematif untuk memediasi transaksi di pasar bebas

Pada pertukaran yang penuh dengan ketidakpasban (uncerfamily)
dapat diredusir jika dilaloskan pada sekslompok orang vang terorganisic
dalam atuan yang rasional dan mekanisme organisasi yang mencegah sifal
oportunistis.  Organisasi menofong  kita untuk  melokalisic  persoalan,
menyederianakan pilhan-piihan, menciptakan jarngan informasi  dan
mencan  altematdf-alternatdf, menolfong  individu-indeadu  menanggulangi
keferbatasan pengefahuan unfuk menenfukan harga dan mengurang
kelidakpastian serts mermbuat keputusan pada pasar dan organisasi

Wilkamson (1985) mengintrodusic acuan kegagalan pasar untuk
menjelaskan mengapa sejumiah situasi memungkinkan pertukaran dalam
arganisas teradi secara lebih bak dibanding membiarkanmya tenadi lewat
pasar Pada situasi ini (organisasi) dapat dilakukan dengan lebsh baik karena
lerdapat kesempatan untuk menghalangi atau mencegah dan



memberikan kemunakinan yang lekah baik karena adanya monitor dan survel
serta sistem insents dalam mengurangi sifat oportunis. Teon biaya transaksi
memberkan kerangka atuan sebagal pemjelasan umum ferhadap ik
pijakiorgamisas sebagal mekanisme guna mendukung keputusan pada
kondisi ketidakpastian dan mencegah sifat oportunistis terhadap pertudaran
Merupakan fokus utama penciptaan efisiensi dan dilakukan hampir pada
semua pendekatan ekonomi (Scoft, 1993). Jadi seswal namanya yang
menadi fokus wtama dan teon bansaks: adalah biaya-biaya transaks: di
pasar Teor i menjelaskan bashwa organisasi adalah konsekusnsi dari
kegagalan pasar {market falure) dalam perusahaan besar (Williamson, 1985;
Arrow, 1985; Willamson dan Cuchi, 1981).

Fokus sekunder dan leor ransaksi adalah baya-baaya ransaksi pada
hirarks, pengendalian dan pemenuhan (compliance) biaya pada organisasi
(Fama and Jensen, 1983, Jensen and Mackling, 1976) Sefain penjelasan
bamp persoalan kegagalan pasar yang telah disebutkan diatas, teon i juga
menelaskan batwa pertumbuhan sebuah badan hukum besar dengan
higrarki managmennya yang menyebabkan manager tingkal atas kehulangan
kontroi terhadap personal level bawah dan menengah yang berdampak pada
kemunglinan personal menengah mengikuti kepentingan pnbadi mereka
dengan menciptakan semacam ‘empire buiding' dan memanfaatkan sumber-
sumber organisasi unluk kepentmpgan pribadi mereka (Williamson, 1985,

Donaldson, 18995).



Penganut tear ini juga menyalakan bahwa analisa biaya transaksional
memben fitk pijakan yang kust bagi analisis piihan anfara bentuk
mnsttusional yang biza dsgunakan dalam menetaplkan batasan efizienal pada
perusahaan multinasional,
243, Teorl Collective Action
Collective action merupakan tear yang berkembang pada parspektif

policy nefwork atau jarmgan kebijakan. Coliecive achon didefinisikan
sebagal hndakan yang dilakukan sekelompok ndiadu dengan tujuean untuk
memperbada  kondisi dan  kelompoknya  Selan memperbaiki  kondisi,
tindakan coiecfive acfion juga mampu meningkatkan status kelompok
tarsebut dan kelompok vang lain (Tajfel, dan Tumes, 1979). Zomeren dan
Lowes (2017) menambahkan bahwa kesamaan budaya dan suatu kelompak
diklaim sebagal Iatar belakang dan munculnga tindakan yang dilakukan
kelompok secara massal

Sebagai salah satu teon dalam policy network, collective action tidak
terlepas dan studi kebigakan publk. Dmana dalam konteks kebijakan,
membutuhkan keterdibatan banyak sklor yang disatukan dalam  bentuk
tindakan kolektif, hal ini menjadi fundamental mengingat realitas kebsjakan
pubdik dan implementasinya tidak dapat dilaksanakan oleh singie organization
{ singhe actor untuk mewwudkan efekiraias kebgakan (Carlsson, 2000)

jaringan kebijskan terfibal dalam pembuatan kebijskan di masyarakat
Pada dasamya, @anngan kebigakan harus dipahami sebaga: entitas



lerorganisic  3tau sebagai  pengaturan  kelembagaan, bukan  sabagai
organisasl. Label 'Polcy Network' menunpikkan kegiatan lapangan yang
terorganisic. |ni sama dengan mengatakan bahwa aturan umum ditetapkan
oleh proses manajemen iformast. Jad, berorganisasi idak sama dengan
arganisasi Jika ini masalahnya, tidak ada pengorganssasian yang mungkin
dilakusan di luar organisas: dan tdak ada komunitas kebiakan atau strukdur
mmplementas yang akan ada. Pengorganisasian adaish konsep yang bdak
bagus

Dalam kasus yang jarang, jarmgan kebijakan dapat dianggap sebagal
organisast. yartu “sistemn akinitas kekuatan vang terkoordinast secara sadar
dan dea atau lebih orang yang secara eksphst diciptakan untuk mencapai
tuguan tertentu” [Downs, 1967 24} Tap, ni tidak umum Organisas:, padas
giliranmya, harus dipisahkan dan instilusi, vang didefinisikan sebagai sistem
aturan (Kiser dan Ostrom, 1982 184, Nosth, 1991). Prasyarat utama untuk
membern label pengaturan yang feronganism sebagai inshitusi adalah adamya
kemungkinan sanksi pelanggaran. Kebijakan dapat didefinisikan sehagai
“sekumpulan e dan pencarian praktis untuk pengaturan kelembagaan untuk
reaksasinya” (Hyem, 1557 3).

Algbainya, definesi inl menunjukkan upaya sadar untuk menetapkan
sstem aturan Namun, dalam tatanan empinis, tidak terbukll  bahwa
pengaturan kelembagaan seperli fdu benar-benar sedang, alau akan,

ditetapkan. Terakhir, apa itu aksi kolektf dan bagaimana gagasan mi



secusi dengan pringp pengorganisasian dan perspektif jarngan dalam
pembuatan kebijakan? Secara umum, tindakan kolekit dapat dwdefimisskan
sebagal “tindakan vang diafukan oleh anggota suatu kelompok uniuk
memajukan kepertingan bersama merska” (Bogdanar, 1587 113)

Definisi i, bagaimanapun, mempersempit kemungkinan munculnya
fanomena tersebut. Crang dapat berindak bersama-sama tanpa kepenfingan
yang sama, dan mereka pash dapat mengejar usaha bersama di luar bidang
organisas formal Tindakan kolekhif bukanlah konsep kesatuan Dalam
janngan kebiakan untuk mencapal suatu tuuan dalam jaringan tersebut
pendekatan tindakan bersama antara akior yang terhibat periu adanya melalw
kesadaran bersama menuju suatu fyuan yang balk. dengan menmgkatkan
koordinas: dan melihal kepantingan bersama vang ada

Selama beberapa dekade terakhir, semakin banyak literatur tentang
aks: kolebtd  (collectve achion), dengan  penekanan  besar pada
konsephualisas) aksi kolekid dan pada kerangka analibs yang diperiukan
untuk mempela@nnya (Olson 1965, Wade 1987 Ostrom 1930)

Marshall (138) mendefinisikan tindakan kolebtif sebagai indakan yang
diambil obeh suatu kelompok (bask secara langsung atau atas namanya
melalui suaty organisas)) dalam mengejar kepentngan bersama yang
dirasakan anggota organisasi Sepert vang diamati olsh Meinzen- Dick &1 al
{2004}, definisi yang lebih spesifik dan beragam menganai tndakan kolektil

yang ditambahkan kemudian memilika kesamaan cin-cin



sehagai berkut  keterfibatan sekelompok orang, kepentingan bersama,
tindakan bersama dan sukarela unfuk mengejar kepentingan bersama
tersebut

Isu yang sangat relevan untuk dipertimbangkan kefika menganahisis
dinamiks aksi kolektif adalah jenis organisasi apa yang telsh
mengembangkan dan atau mendukung aksi tersebut. Dalam banyak kasus,
hasil aksi kolektif sangat tergantung pada jenis organisas: yang terlbat, tefapi
juga pada pengaturan kelembagaan yang ada di ingkat lokal

Di bidang pertanian, misalnya, peru dibedakan apakah aksi kolektif
dikembangkan cleh organisas yang dikendalikan langsung oleh patami atau
dikendalikan dan dukung oleh otontas pemenntah pusat’daerah (Dases et
al. 2004)

Dari perspektl ini, Davies et al (2004) membedakan dua jenis aksi
kolektif (i) kenasama: boliom-up, aksi kolektf petani-ke-petanl dan (i)
koordinast fop-dlown, aksi kolekif yang dipimpin lembaga Sementara
beberapa tindakan kolekf dan bawsh ke atas mungkin menenma dukungan
pamedintah, yang |am dapal ditakukan tanps dukungan pemenntah, Demikian
pula, beberapa aksi kolektd fop-down dipromosikan oleh kebgakan
pemenintah tetaps tidak mendapat dukungan apapun, sementara aksi kolektf
lzinnya mendapat dukungan dan lokal dan atau pemenntah (OECD 20173)



Hategorisasi ini menyiratkan keterfibatan berbagai tingkat pemerintahan
{bagk pusat maupun daerah), yang dapat membankan dukungan paling efelkdtf
untuk strateq: yang berbeda Dan perspektf mi, Iteratur tentang bndakan
kolektif dan pengaturan kelembagaan untuk mengelola sumber daya bersama
semakin mengakul dimensi dinames lembaga, yang bermgantung pada konteks
dan berkembang dan walkiu ke wakiu. Penting untuk memahami bagammana
indrvidu  menafsickan dan menanggapl  pengaturan  kedembagaan yang
berbeda dalam konteks yang berbeda

Lebih khusus lagi, tantangan yang sangal penting untuk analisis aksi
kolektif mengacu pada pemahaman tentang peran organesas: formal dan
informal yang mengoordinastkan dan mendukung tindakan tersebut, karena
dalam beberapa kasus organisasi ini hanya ada di atas kedas dan aksi
kolektif lesjadi secara spomtanitas, sememara dalam kasus lain, mebiusi
mungkin ¢~ memainkan peran penting dalam menciptakan dan
mengoordinasdkan aksi lokal untuk kepentingan bersama (Memzen-Cack et al,
2004)

Meskipun aks: kolektif sening dikaitkan dengan kegatan yang dilzkukan
cleh crgamizas: formal menundt Ostrom (2004). perhatian lebéh harus
dibenkan pada aksi kolektif informal, di mana janngan lokal atau kelompok
masyarakal lokal mengarganisic dan mengoordinasiéan aks fokal unfuk
mencapal lujuan, ujuan jangka pendek lenentu



¥arena instifusi memamkan peran penting dalam perkembangan dan
keberhasilan aksi kolekid, perhatan khusus dibenkan pada implikasi
pelembagaan aksi kolektif yang lebéh spontan dan dan bawah ke atas
iemang, seperti yang ditekankan oleh Meinzen-Dick et & (2004), segala
jenis  tndakan kolektif untuk  pemsliharaan nitin kemungkinan  akan
dilembagakan atau dentegrasikan ke dalam kerangka kebijakan arus utama
(datam kasus sekdor peranian UE) dan sementara pelembagaan ini
berpatens: mangurang biaya transaks negosias) di s lan tindakan kolekbl
yang lebih diembagakan, menjadi kurang beradaptasi dan flekeibel

Memnzen-Cick et al. (2004) berpendapat bahwa semua fakdor yang
mempengarube struktur kelompok dan organsas: mereka adalah relevan
karena merska mempengaruhi penlaku mereka dan kemudian hasil merska
Memang, balk institusi yang teribal maupun akss kolektf fu sendini bukankah
tujuan akhir; hasil kinerja juga penting

Banyakmya vanabel kepentingan yang ada dalam aks: kolekfif beasanya
menentukan umpan babk dan gerakan bersama yvang kemungkman besar
akan sanga! berpengaruh dalam menentukan kinena aksi kolektif. Umpan
balik dan gerakan bersama ini disebabkan oleh fakta bahwa biasanya aksi
kodektif adalah proses yang dinamis dan, untuk alasan ini, sangat sulit untuk
diukur secara langsung. juga karena kinefgamya  berkadan  dengan

pangaturan kelembagaan dan hubungan



sosial dan mungkin bervanasi dan wakiu ke waktu, budaya dan masyarakal
Untuk menganalisis knea tindakan kolekit yang ferkat dengan
sumber daya alam dan, leeh umum untuk barang publk dan kolekddt
beberapa  ahll  Ielah  mengidentfikas  faklor  substanl  yang  pedu
diperhilungkan (Wade 1388, Cstrom 1930, Baland dan Platteau 1396)
Fakior-fakior ini telah dikelompokkan oleh Agrawal (2001) dalam empat
kategon dasar:
1. Karaktenstik sistem sumber daya,
2. Karakteristik kelompok;
3 Pengaturan kelembagaan;
4 Lingkungan eksternal
Kerangka konseptual ini, vang felah digunakan juga oleh Davies &t &
{2004} dan cleh OECD (2013). memungkinkan eksplorasi faklor kunci
kebarhasilan aksi kolektif, serta hambatan yang haus diatasi uniuk
menghasilkan manfaat yang lebih besar melalus strategi kolekiif dan tertorial
Menunt kerangka mi. tndakan kolektf sangat dipengarubi oleh (1)
karakteristik sumber daya alam (j@nis barang) yang terfibal dan pada
pengatahuan dan predikiabilitas sumber daya tersebut, karena informasi dan
komunikas: tentang sumber daya alam, misalnya terkait dengan persyaratan
tekrs, merupakan sy pentng untuk mengmplementaskan akst  kolektif

yang sukses Jenss pengetahuan biasanya mencakup



pengetahuan lokal dan keahkan ilmiah, dan integrasi yang berhasil dan kedua
jenis pengetahuan m dalam banyak kasus merupakan 1su kunci unfuk
memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya alam secam
berkelanputan (Agrawal 2001, Pretty 2003)

Faktor ind juga terkait dengan (2} karakteristik kefompok vang terdibat,
yang harus memilda ukuran dan homogenias yang sesual dan, di atas semua
iy, harus memungkinkan para peserta vang teribat dalam aksi kolektf untulk
meningkatkan hubungan sosial mereka Hubungan i, yvang dapat disintess
melalui konsep ‘modal sosial, termasuk kepercayaan, norma, tmbal balik,
kewajiban dan harapan, nilai dan sikap, budaya, informas: dan pengetahuan,
kelompok/asosias) formal, instituse, aturan dan sanksi (Davies et al. 2004).

Diatam rangka mewujudkan tindakan kolekhf maka Bamberg Rees &
Seebauver (2015) menyebutkan ada beberapa pertmbangan  yang
mempengaruhinya:

1. The cost-benefit pathway | Jaher umtung rugi
Hal mi merujuk pada keuntungan dan kerugian seseorang jika metakukan
suatu tindakan, bak indnidu mavpun secara kolektif Indiadu akan
memperhitungkan dan sebap fangkah yang mungkin akan didakukan
dengan memperimbangkan keurtungan yang akan ddapat jika
medakukan ataupun fidak tindskan tersebut dan kerugian jika melakukan

ataupun tidak melakukan tindakan tersebut



2 The collective efficacy pathway | Jalur efikasi kolekiif
Hal i merujuk pada keyakinan indridu menghadapd tekanan- tekanan
yang berasal dan lingkungan sosialnya. Dengan keyakinan din tersebut.
individu akan memberkan respons untuk dul seda dalam tindakan yang
akan dilakukan kelompoknya atau tidak Dengan kata lain, individu akan
mempreses segala informasi dan ingkungan yang kemudian membernkan
motivasi umtuk kedoutsartaanmya atau fidsk terhadap tindakan holesdif
tersebut,

3 The group-based emobions palhway [ Jalur emos: kelompok
Hal im merujuk pada kuat tidaknya pengaruh yang diberikan kelompok
kepada indradu untuk terut serta melakukan tndakan vang déakukan
secara kolektd. Fengaruh yang dibenkan kelompok tersebut tentu akan
mempengaruhi proses kogmisi dan afektif dan seorang individu untuk
mempertimbangkan kelkutsertaannya dalam medakukan tindakan secara
kolekiit

4 The socia identity pattway / Jalur identitas sosial,
Hal ini menguk pada ketenkatan ndvidu terhadap kelompoknya
Semakin  kuat keterikatan mdwvidu dalam suatu kelompok, maka
kemungkinan yang teradi individu tersebut akan tun#t sera dalam
melakukan tndakan secara kolekiif dengan ftwuan sebaga respon

menyikap sustu situas:



3 D¥fferent contexis” impiications for the current research program

Hal ini meerujuk bahwa tndakan kolekiif mengikat pada status sosial yang
sama. Jika ada sualu progam yang datang mengarah pada
kelompoknya, maka didalam anggotz kelompok lersebut tidak lagi
menganggap bahwa "saya’ adalah "saya’, melankan menggantikcan
dengan “kami® atau “kita’. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kefesikatan
mdividu terhadap kelompoknya untek merespon sAuasi yang mungkin
akan mempengaruhn kelompoknya, Menurutnya, indradu yang tergabung
dalam suatu kefompok akan mebewati langkah tersebut baik secara sadar
ataupun tidak sebelem akhimya memutuskan untak teribat atau bdak
dalam tindakan kolektit vang dilakukan kelompoknya
Charles Tilly (1978) menyebutkan ada empat elemen munculnya

coliective achon yafu

Inferest atau kepantingan

Aspek ini mencakup keuntungan dan kerugian yang deakibatkan dan
nteraksi dalam kelompok atau kelompok lam sesual pada kepentingan
dengan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya Pada aspek
ini individu dalam kelompok juga akan mempersepsikan relevan atau
tidak antara derinya dengan kelompok.

Cirganizairon ataw organisas:

Aspek ni mencakup pada struktur didalam kelompok sehingga ada

pengaruh tekanan dalam melakukan tindakan unfuk mancapai tujuan



yang dikehendaki bersama Didalamnya pun akan diketaho komitmen
keteslibatan indradu didalam ketompok tersebut.

Mobiization atau mobdsasi

Aspek ini mencakup pada kelersedaan sumber daya sebaga fasilitas
penunjang ledaksanznya tindakan kolektif yang dilsdukan kelompok,
separfi kendaraan, jumiah anggota yang terbat atau bahkan lebih
ekstremnya adalah persenjataan

Cpportuniy atau peluang

Aspek ini mencakup peluang yang tercipta dan hubungan interaks: antara
anggota dalam kelompok atau dengan kelompok lan untisk mengetahu
peluang sebelum melakukan tndakan.

Sedangkan Fomeren, Postmes, dan Spears (2008) berpendapat

bahwa aspek collective action terdini dari dua, yaitu sikap terhadap collactive

acfion dan mtensi datam melakukan coffective action. Untuk lebih pelasnya

dapat dilihat pada uraian dibawah ini -

1

Sikap terhadap collsctive achon

Sikap adalah cara evaluasi individu pada sustu stimubus yang kemudian
memunculkan perseps: terhadap rangsangan bak positif atau negatif,
menyetuj atau menolak. dan suka atau tidak suka. Pada hal ini. sikap
yang dimaksud mengarah pada sikap keturutsertaan dalam melakukan
tindakan collective action,



2

Intensi melakukan findakan callective achon

Intenst adalah mat yang muncul pada indridu untuk metakukan atau
tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan stmulus yvang ddenmanya
Intensi  kemudsan diasumsikan  sebagal motivasi  ndridu  untuk
memunculkan suatu penlaku, dalam hal i niat keterutsertaan dalam
medakukan tindakan collechve achion. Fakior ekstemnal. khususnya dalam
miang lmgkup kelompok sangat berperan dafam mempengarube neat
individu untuk memunculkan suatyu tindakan tertentu sesual dengan yang
dimunculkan oleh kelompoknya (Ajzen dan Madden, 1986}

Smelser (1962) dengan teonmya collechve behawor menyehutkan

bahwa terdapat beberapa faktor-faktor tenadinya collectve action yarhu:

Pendarong struktural

Wondisi slruklural dalam masyarakal yang mempunyai potensi untuk
munculmya suaty tindakan kolektif. Dalam hal inl kesamaan strata dalam
masyarakat akan lebih memudahkan munculnya tindakan kobektif:
Ketegangan struktural

Suatu kondsi kelegangan di ngkungan masyarakat yang diakibatkan
oleh  kenyalaan strukiur, seperth penindasan, kesenjangan, dan

ketidakadilan.



3 Pertumbuhan dan penyebar luasan kepercayaan umum,
Kondisi dimana keiegangan strukiural menjadi berarti bagl para calon
pelaku tindakan koleldif Sehingga mendorong kelompok tersebut untuk
merespon kondes tersebut secara kokekhf
4 Faktor pancetus
Merupakan fakior sitwasional yang menegaskan terjadinya tindakan
secara kolektif Biasanya faktor pencetus hanya berazal dan satu indnadu
saja, namun kemudian membenkan pemahaman kepada kelompoknya
sehingga terjadi findakan secara kolekiil
5. Mobilisasi pemeran serta
Berupa dukungan dan kefompok yang memilds kesamaan tupuan untuk
terwujudnya tindakan kolekhf tersebut. Mobifsas: pemeran serta fersebot
bisa juga berasal dan kelompok lain.
6. Bekeganya pengendalian sosial
Suaiu tahapan yang penting untuk mencegah pecahnya suatu kerusuhan
sosial Dalam hal ni pihak keamanan berwajib memlikn peran penting
urtuk mengontrol ketika ada tindakan kolektif yang dilakukan oleh suatu
kelompok
Teon Cofleciive achon merupakan salah satu teor dalam perspebdif
janngan yang dikemukakan okeh Carlsson (2000) Dalam  tulisannya
dijelaskan bahwa konsep collective aclion secara umum didefinisikan sebagai
"tindakan yang diambil oleh anggota suatu kelompok untuk memajukan
kepentngan bersama” (Bogdanor, 1387, him. 113). Mamun



definisi i mempersempil kemungkinan penampakan fenomena tersebut
Orang dapat bertindak bersama tanpa kepentingan bersama, dan mereka
past dapat mengegar usaha bersama di luar bidang organisasi formal. Dalam
tleori “Collechon Aclion” vang dilihat adalah bagaimana hubungan antara
tingkat koordinasi {Coordination) di antara para pelaku (aklor), dan sejauh
mana kepentingan mereka sama (Common Inferesf) (Carisson, 2000).

Menunst Carsson (2000) bahwa dalam analisia Folsy nefwork dalam
suatu kapan menggunakan teon “Metwork” adalah hal yang bdak
memuaskan, selingga disarankan balwa salah satu cara untuk memajukan
pendekatan Foficy Network adalash dengan menerapkan teon "Codechve
Achion” atau indakan (aks) kolekiif.

Teon penlaku  kolekif Smelser (1963) membenkan beberapa
komponen yang digunakan unfuk mengkonstruksi feor collechve achon.
(Gagasan Smelser ini berkoninibusi besar atas lahimya teon coflectve action
yang dikemubkakan oleh Carsson (2000). Teon im didasarkan pada asumsi
bahwa penlaku kolekhf muncul ketika bindakan sosml tersirukiur berada
bawah lekanan dan ketka sarana unluk mengatas masalah idak memadai
Penlaku kotektif cenderung terjadi ketika tidak ada sclusi crganisasi yang
dirancang untuk mengatasi masalsh utama Tanpa menunjukkan bahwa
munculnya anngan akan menadi wresan deterministie. Carlsson (2000)
mengadaptas ide-ide ulama dan gagasan Smelsar (1953) mengenai teorn
peniaku kolektf Sebagal contoh pada



dimensi perama coliective acticn menurul Smelser (1963), yang dissbutnya

sebagai kondusifitas “struktural’, Carleson mepamainya dengan “fakior

kontekstual

Dalam termenclogl cofechive sclion, hal ini dipahami sebagai tindakan
kodektf aklor atay pemangku kepentingan dalam studi kebgakan publik. Lebih
tanjut dikatakan oleh Carisson (2000) bahwa collectve achon menekankan
pada & (enam) dmensi yang mebpuli dimensi fakdor kontekstual, defini
masalah, dimens:  pertumbuhan dan  kepercayaan, faklor  presipitasi,
mohilisas akior dan koordinasi dan konral

1) Faktor kontekstual
Fakior kontekstual dianggap sebagar dasar dan semua peris bndakan
kolektif. |stilah im mengacu pada berbagat jenis faklor seperti sislem
kepercayaan, sumber daya dan lain-lain. Keadaan mi memang akan
berbeda-beda antar masyarakat, kelompok, dan tempat. Sebagal condoh,
pembuatan kebgakan bergantung pada kondisi lokal dan lingkungannya.
Sumber daya yang tersedia bergantung pada kondisi sebuah dasrah,
begitu juga sistem kepercayaan mempengaruhi melode pembuatan
kebijakan.

2) Definesi masalah. Janngan dibentuk atas dasar beberapa "masalah” yang
harues dipecahkan. Pemangku kepentingan atau aktor harus satuju bahwa
terdapal masalsh yang mesl diselesaikan Karena dengan adanya
masalah, maka akan memmbulkan colective acbon dalam memecahkan

masalah yang telah ditetapkan oleh merska



3

4

Misalnya para aktor yang tedibat dalam menyelesadkan masalah publik
ifanngan kebyakan) sefuu tentang jens “masalah’ apa yang harus
diselesaikan? Apakah mereka berbicara tentang masalah yang sama,
dan, jika demikian, apakah itu diben fabel yang sama olsh masing-
masmy akior? Dengan demikian, gagasan "masalah”™ tdak hanya
mengacu pada masalah substansal yang dimiliki aktor, tetap juga pada
kebutuhan, tantangan yang dihadap oleh akior.

Pertumbuhan dan penyebaran keyvakinan umum  Tindakan kolekhf
didasarkan pada beberapa pemahaman i antara para aktor (dalam
[aringan) mengenal jems tindakan mana yang danggap baik. buruk,
dapat ditenma, atau hidak diterrma oleh seluruh pemanglu kepentingan
aau aktor, Dibutubkan pemahaman, saling pengertian dan keyakinan
bersama oleh para aklor dalam upaya untuk memilib tindakan koleklif
vang akan dilaksanakan

Faktor Pretisipasi { Faldtor Pencetus

Tindakan kolektd dan, karenanya. pembuatan kebiakan tdak dipicu
secara olomats. Cara khas untuk menwcu kegistan pembuatan kabipakan
adalah dengan membuat kepotusan polik;, mesalnya  peluncuran
program kebijakan, tetapi mekanisme in tdak begitu jelas seperti yang
terihat Janngan kebyakan mungkin berkembang sebagal akibat dan
keputusan politk terentu, tetapi seperli yang ditunjukkan oleh studi
empine, bamyak janngan tidak memiliki acal- ueul ini  Akibatya,

keputusan podtik hanyalah salah satu metode



3

unfuk memacu tindakan kolekdif, dan, terlebih lagi, bahkan jika kepulusan
politik diambel, hasdnya adalah tidak ada tindakan yang akan tenadi
Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa caracara yang lebdh
sportan  uniuk  mengatur  janngan  kebijakan secara menyeduruh
mencarminkan bagamana peserta memandang masalah yang harus
dipecahkan. Hipolesis 4. Janngan kebgakan yang sengaja dibentuk oleh
keputusan politk cenderung tidak spesifik masakah dibandmgkan dengan
cara pengorganisasian yang lebih spontan.

Mobilisasi aktor. Karena sebagian besar kompleksnya masalah, dalam arfi
bahwa tdak ada solusi tunggal (sngle owganzabon) yang dapat
menyelesaikannya, maka jalan lan untok melibatikan berbagal akdor
menjadi sebuah keharusan, Alasan mengapa kita memiliki jaringan
kebijakan, Mobilisasi aktor adalah salah satu kegiatan penting dalam
proses meambangun janngan |n dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Beberapa aktor mungkin mengamba peran sebagai “penggerak” formal
Misalnya, meseka yang bedanggung jawab stas pemenuhan program
kebijakan dapat membujuk, atau membual, aktor lain berkontribusi pada
implementasi program. sehingga menciptakan janngan implemantasi.
Dimunglinkan juga untuk mengdentifikasi bentuk mobilisasi lain vang
lebihv spontan. Orang-orang dapatl, seperti yang ditunjukkan & atas,
mengatur din mereka sendin untuk menyelesaikan beberapa masalah

yang meraka anggap mendesak.



Banvak jaringan terbentuk dengan cara ini, yailu tanpa ada yang
bertanggung jawab atas mobilisas aktor yang sebenamya.
) Koordinasi dan konrol
Setiap contoh tindakan koleltil unduk pada kontral sosial Dalam proses
pembuatan kebiakan olonlas admenistrasi politk sening merancang
pengaturan khusus untuk melaksanakan kontrol formal atas kegiatan dan
sumber daya Hal yang sama beriaiu untuk organsas: lain vang mungkin
menyediakan aklor untuk jarngan. Kontrol sosial ledkait erat dengan
koordingsi.  Dengan  demkian, kontrol dapat  dianggap  sebagai
mekanisme dalam satu mdividu, atay sebagal muncul dan proses

interaks) antara indeadu (Wirth, 1986}

Tean callechve achion lamnya dikemukakan aleh Hargrave dan Van De
Ven (2006}, yang menawarkan slemen-elemen tndakan kolebktif yang
maeliputs -

1. Komes frameng (famng confesfs) menank peshatian pada
penciptaan dan manipulasi makna isu. Framing confests diamah pada
dua level pefams terkat dengan landasan fundamental untuk proses
pengembangan solusi dan yang kedus terkait dangan solusi yang
diusutkan sebagai hasil dan proses pengembangan,

4 Pembangunan janngan (consfructan of networks) adalah isu penting
kedua yvang memainkan peran kunci dalam proses perubahan inovasi
kelembagaan, karena mengacy pada mobilisasi sumber daya untuk
memubar aksi kolektd. keterlbatan janngan



aklor operasional sama pentingrya dengan memastkan dukungan
dan komitmen politik tingkat atas
J. Pemberlakuan pengaturan ganngan (Enactment of matiufionsl
Amangements) Salah satu konsep utama yang dwujuk kelika mereka
berbicara lemang pemberiakuan pengaturan kelembagaan adatah
opaortunisme politic. Struktur peduang politk dapat dipandang sebagai
kondwsi poitik formal dan informal yang mendorong, mematahkan
semangat, atau dengan cara apa pun memengaruhi akinvilas Gerakan
dengan kerangka salusi yang diawarkan
4 Proses aksi kolektif (colleciive achon pvocess) sebagal proses politik

vang diperebutkan mefalui teknologr baru yang muncul. bagaimana
janngan akior ferhbat uwpaya dan para aktor, menyebarleaskan
gagasan oleh para aktor, membenkan umpan balik ruin kepada
organisasi tentang bagaimana solusi yang diusulkan dapat membawa
manfaat

2.5, Institusi/ Kelembagaan
Teon kelembagaan (inslfulonal theory) berkembang sekilar tahun

1940-an, 1850-an, dan 1360-an dan terus mengalami perkembangan

sehingga seinng waktu tecn ini telah menjadi salah satu kajian para pakar

dalam ilmu admenistrasi publik, diantaranya H George Fredenckson (1990)

dalam bukunya New Puble Administration. Menurutnya model instiues

adalah jeimaan dalam era behavioral, terutama dalam sosiclog



dan dmu politik. Dalam penjelasanmya, Fredenckson menyatakan bahwa para
teortisi mshiusi saat itu masdh kurang mendalami dan kurang terank pada
bagaimana merancangkan organisasi yang efiseen, efekdif, dan provokatif,
namun lebsh berkonsentrass pada upaya untuk bagaimana menganalsa dan
memahami birokrasi- birokrasi yang ada

Teon kelembagaan dalam perspekif admnistrasi publk juga
merupakan satu bahasan utama dalam buku The Pubfc Administrabon
Theoty FPrmer karya H George Fredenckson bersama Kewin B Smith
mana Public fnsfitufional Theory menunjukkan bahwa teoni kelembagaan
tetah menjad bagian bahkan telah menadi salah satu pendekatan dalam
peneltian adminsiras pubik

Blomquist dan Ostrom (1985) mengungkapkan bahwa kelembagaan
vang dimaksud pada dasamya adaiah aturan-aturan dan rambu-rambu yang
merupakan panduan bagi para anggota suatu kalompok masyarakat untuk
mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama
lzin dan didasarkan pada beberapa unsur, yaitlu aturan operasional untuk
pemanfaatan  sumberdaya,  aluran  kolektif  untuk  menentukan  dan
menagakkan hukum atau aturan itu sendin serta untuk merubah aturan
operasional dan mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Lebah lanjut North (1950} secara eksplisit membedakan antara instifus)
dan organisasi dan mengalakan bahwa instilusi adslah aluran  main
sedangkan organisasi adalah pemainnya. Pendapat berbeda bahwa



kelembagaan merefleksikan sistem nilzi dan norma dalam masyarakat, istapi
nila dan norma tersebut bukaniah kelembagaan ity sendin. Sementara ifu,
Rutherford (1994) menyatakan bahwa kelembagaan dapat dimaknai sebagai
requilasi penlakuy yang secara umum ditenma oleh anggota-anggota kelompok
sosial, untuk perilaku spesifik datam situasi yang khusus, baik yang diawasi
sendiri maupun dimonitor cleh ctoritas luar.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bardhan (1389), bahwa
kelembagaan zkan lebdh akural bila didefenisikan sebagar aturan-aturan
sogial, kesepakatan dan eleman @n dan struktur kerangka kera interaksi
soseal. Hal mi pega dipertegas oleh Morh (1990} yang menpelaskan
kelembapgaan sebagal aturan mam di dalam suatu kelompok sosial dan
sangal dipenganihi faktor-faklor ekonomi, sosial dan politk. Institus: dapal
barupa aturan formal atau dalam bentuk kode etk informal yang disepakati
barsama.

Deliamov  (2006) menjelaskan bahwa terminclogi kelembagaan
tergantung dan mana orang mehhatnya, dilinjau dan aspek makro atau mikro,
dimana dari sekian banyak pembatasan tentang kelembagaan, lerdapat liga
laptsan kelembagaan yaitu:

1. Kelembagaan sebagal norma-norma dan konvenst, lebih  deartikan
sehagal aransemen berdasarkan konsesus atau pola tingkah ko dan
narma yang disepakati bersama. Norma dan konvensi umumnya bersifal

informal, diegakkan oleh keluarga, masyarakat adat dan



sebagainya Hamper semua aklivitas manusia memerlukan konvens
konvensi pengaturan yang memfasidlitasi proses - proses sosial, dan
beqitu juga dalam setiap seftng masyarakat diperlukan seperangkat
narma-noma tingkah kaku untuk membatas: lindakan - tindakan yang
diperbolehkan. Jika aturan dikul, proses-prosas sosial bisa barjalan baik
Jika dilanggar maka yang akan tmbul hanya kekacauan dalam
masyarakat

Kelembagaan sebagal sluran mam Bogason (2000) mengemukakan
beberapa cifl umum kelembagaan, antara lam adanya sebuah strukiur
yang didasarkan pada mteraks| di antara para akior, adanya pemahaman
bersama teniarg nilas-mila dan adanya tekanan uniuk berpeniaku sesual
dengan yang telah disepakati alau ditetapkan Bogason (2000)
menyatakan ada tiga level aturan, yatu level aksi, level aksi kolektf dan
bevel konstitusi. Pada level aksi, aturan secasa langsung mempenganhi
aksi nyata. Dalam hal i biasanya ada standar atau rwes of conduct
Pada level aksi kolekhf didefinisikan sebaga aturan untuk aks pada
masa yang akan datang Aktvitas penstapan aturan seperl ini s&nng
juga disebut kebgakan. Terakhir, pada lavel konstitusi, mendiskusian
prinsip-prnsip bagi pengambdan keputusan kolektif masa yang akan
datang, seperti prnsip-prinsip demokras). Aluran-aturan pada  level
konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi Konstitusi

biasanya lebih sult berubah, walaupun bukan harga mat:



3 HKelembagaan  sebagai  pengaturan  hubungan  kepemlikan
Kelembagaan dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur: (1)
ndividu atau kelompok pemife. (2} obyek nia: bagi pemdik dan orang
lain. serta |3) orang dan phak lain yang tedibat dalam suatu kepemdikan
(Deliamov 2006). Liebeler dan Alchian {1993) menyatakan bahwa ada
tiga akemen utama hak kepemdikan, yaitu (1) hak ekskiusi untuk memilih
penggunaan dan suatu sumber daya, (2) hak untuk menenma jasa - jasa
#lau manfaal dan sumber daya vang dwmliki, dan (3) hak untuk
menukarkan sumberdaya yang dimilki sesual  persyaralan yang
disepakat. Dan urasan fersebut. tersirat bahwa swapa yang memliki suaty
sumber daya. berhak mengenirol penggunaan sumberdsya tersebut,
sampai batas-batas tedentu hal wi dapat dibenarkan  Begilupun,
seseorang ldak bebas berbual sesuka hatinya atas barang yang
dimilikinya, sebab bagaimana riemperiakukan dan  menggumakan
sumber daya tersebut dinilai odeh masyarakat
Dalam perkembangan. teon nstiusi terus mengalam perkembangan

sehingga memunculkan leon kelembagaan baru (neo-inshiulionsl thecry)

yang prakarsal oleh Scoft (2005 35). Teon kelembagaan bam (neo-
nstitutiona theory) menurutnya berkatan dengan kajsan tentang bagaimana
menggunakan pendskatan kelembagaan baru dalam mempelyan sosiolog
organisasi yang bersumber dari teon  kogntif  teon  kultural  serta

fenomenclogi dan etnometodoiog



Menurut Scolt (2008) Tinshfufions consist of cognibive, normalive, and
regidative structures and actiilies thal provide sfabilily and meaning 1o social
behavior. inshtubions are frensported by vanous camers - cilfures, sfruchures
and routnes - and the operate at muiple levels of junadichon”

Berdasarkan penjefasan tersebut di atas, bahwa ada tiga pilar mstiusi
vang dijadikan dasar pembentukan legiimasi bagi organisasi, yailu pilar
kognitif, pilar normabf, dan piar regulatt. Piar kogniif melipub simbal- simbod,
kepercayean kepercayaan, dan identtas-identitas somial Pilar  nosmatif
melipull kewajiban kewajiban, norma-nonma, dan nilai-nilal sosial Pilar
requiatif meliputi aturan-aturan, hukum-hukum, dan sanksi-sanks. Scott
menyimpulkan bahwa kebiga aspek tersebut merupakan aspek yang dianggap
membangun kelembagaan yang berangkat dan perbedaan cara pandang
terhadap sifal reallas sosial dan keleraluran sosial dalam tradist sosiolog
sebelumnya yakni aspek regulatif, aspek normatif. dan aspek culfural-cognifi

Berbagai perdebatan mengena batasan mstiah kelembagaan yang
tumpang hindih mengarah pada penekanan kelembagaan pada hal berikul.

T Kelembagaan berkenazn dengan sesualu yang permanen. la menjad
pemmanen. karena dipandang rasional dan dssadan kebutuhannya dalam
kehidupan;

2 Berkatan dengan hal-hal yang abstrak yang menenfukan perlsku
Sasualu yang absirak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal

yang sesungguhnya terdin dan beberapa bentuk yang tidak



selevel dan secara garis besar, ferdin dan madai norma,  hukum,
peraturan-paraturan, pengetahuan, ide-ide, bafief, dan moral

Berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat mores (tata kelakuan), atau
cara berindak yang mantap yang beralan di masyarakat (esfablish way
of bahaving)

Kelembagaan juga menekankan kepada pola penlaku yang disetujui dan
memiliki sanksi, dan;

Kelembagaan memupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan
masalsh

Pokok bahasan dalam aspek kelembagaan adalah perilaku atau perfaku

sosal I merupakan objek vang terihal secara visual dmana faktor-faktor

yang lebih abstrak berada di belakangnya, terutama aspek nikal dan noma.

Lobdh lanjut, Sahyuti juga mengemukakan rangkuman berbagal unswr

penting dan kelembagaan. diantaranya adakah:

1

Instiusi merupakan landasan uniuk membangun tingkah lsku sosel
masyarakal

Morma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan ditenma
secara luas uniuk melayans tguan bersama yang mengandung nital
tertentu dan menghasilkan interaks: antar manusia yang terstrultur;

3 Peraturan dan penagakan sturan aturan hukum,



4 Awwran dalam masyarakat yang memiasilitasi koordinasi dan kerjasama
dengan dukungan tingiah laku, hak dan kewajiban anggota;

5. Kode etik;

5 Kontrak;

T. Pasar,

& Hak milik (property rights atau tenureship)

9. Crgamsasi;

10 Insentf untuk menghasilkan tngkah laku yang dnginkan

Dan berbagal elemen di atas menurutnya dapat kta lihat bahwa definisi
instiusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku
atau kode etk, norma, hukum dan faktor pengikat lamnya antar anggota
masyarakal yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduks
atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan
penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan
penegakan hukum serda insentif untuk menash aturan atau memjalankan
msttusi Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi
dengan masyarakat atau onganisasi lain yang saling mengikat.

Perpaduan antara berbaga: pendekatan i bisa menghasilkan anakss
kelembagaan (msitvbonal analyes) yang memadas. Apa implkasi dan
pambangunan atau penguatan kelembagaan bagi pengembangan wanatani?
Kalembagaan (institusi} biza berkembang baik k3 ada



mfrastruktur - kelembagaan  (nshiubional  infrastruciure),  ada  penataan
kelembagaan (insfiutonal amangements) dan mekanisme kelambagaan
(mattutronal mechaniam).

Pada dasamya arganisas sama dengan instius:, namun kedua konsep
ini menjadi berbeda dalam hal pencapaian tujuanmnya melalul instrumen-
msirumen tertentu dan formal secara rasional. Organisasi sebagai metitusi
sidah mengandung muatan-muatan sosicloges yang di dalamnya terdapat
nila-nila, norma-norma, dan budaya yang secara langsung mempengarubi
perlaku manusia di dalam organisasi, Suatu organisasi dipandang sebagai
mstius:, menurst teon i deanggapnya kurang rasonal dan kurang formal
karena manusia dakam organsas dikendalikan oleh emosi damn tradesi, bukan
mstrumen-ingtruman formal rasional untuk mencapal lujuaninya sebagaimana
disebutkan dalam model birokrasi (Jaffee, 2001).

Teon institusi ini merupakan suaty teor yang mempelajan bagamsana
organisasi-organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk tembuh dan
bafahan hidup dalam suatu lingkungan yang serba kompetis dengan
menjadi lerpercaya flegitmalel di mala para stakeholdersmya (Jones, 2004)
Tentunya, nilaenilai normatif organesast, seperti ehsiensi, eofektnitas, dan
ekonomis sebagal landasan dalam pencapaian tujuan organisasi perlu
menjadi perhatian untuk menngkatkan kemampuan  kompebisinga  agar
mampu bertahan hidup dalam era globalisasi ini



Sualu instiusl menjads lerpercaya di pemangku kepentingan, menurut
Meyer & Rowan (Jaffes, 2001), dipedukan msbtubonal somorphism,
Isomofesme adalah suatu bentuk tunggal yang berfokus pada mekansme
kesamaan ongansas dalam bidang atau populasi yang sama Keberhasilan
suatu lembaga menjadikan contoh lembaga yang berhasil dalam bidangnya
dipedukan mekamsme mimebc, nomafive, dan  coarcive.  Mimebo
mechamnisms adalah kecenderungan organisas: unftuk mengimidasi prosedur
dan strukdur organisasi yang dyadikan model vang mencapal prestasi yang
tinggl, atau memiliki kesuksesan yang diterima oleh  lingkungannya
Narmatrve mechanisms adalah mekanieme penlaku dan prosedur organisass
yang memdiln arsh yang jelas, dsharapkan, dan terpercaya. Coercve
mechanism adalah mekanisme formal yang menunjukkan konsekuensi-
konsekuensi apabila tidak mematuhi prosedur prosedur yang telah ditstapkan
lembaga

Teon kelembagaan berfokus pada aspek yvang lesh dalam dan lebih
tangguh dan struktur sosial Il mamperimbangkan proses yang strukdur,
lermasuk skama, aturan, nome, dan rutinias, men@adl mapan sebaga
pedoman oforitatd untuk penlaku sosial (Sceti, 2004). Komponen yang
berbeda dari teon mstitusional menjelaskan bagaimana elemen ini dibuat,
tersebar, diadops), dan diadaptasi alas ruang dan waktu, dan bagaimana
mereka jatuh ke dalam kemunduran dan tidak digunakan

Menurut Tilaar (2012) mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan
dan pemenntah, di setap sektor dan tingkat, dalam



formulasi kebigkan Teon kefembagaan sebanamya merupakan dervasi dan
imu polt: tradisonal yang lebih menekankan singdur danpada proses atau
peniaku poltik. Prosesnya mengandaskan bahwa tugas formulas: kebgakan
adalah tugas lembaga-lembaga pemenntah yang dilakukan secara ofonom
lanpa berinteraks dengan Engkungannya.

Dan berbagal disiphn fdmu yang mengembangkan teor institusi,
pendekatan sosologis-lah yang pabing berkembang karena pendekatan ini
meamandang institusi lebih luas dibanding dengan perspektf yang lain Dalam
pendekatan sosiologis, institusi dapat dipshami dalam pengertian formal
{orgarusass, hukum, dan afturan) dan pengertian mformal (norma, adat
mhadat, ide, budaya dan lam-kan) Cara pemahaman vang demikian,
dihasikan dan  pendekatan inlerdependensi amlara  organisasi  dan
hngkungannya yang kemudian memungkinkan adanya transformasi bentuk
mshiusi dan bertuknya yang formal mengadi formal atau sebaldnya
Pendekatan sosiologis mi kemudean banyak diadops: oleh para penganut teon
pembangunan karena kemampuannya dalam membartu mereka  untuk
mengintemalisasikan perubshan norma, adal istadat, yang diintredusic
melalui proses pembangunan ternternaiisasi menjadi institusi di tengah-
tengah masyarakat

Hal ini menumukkan bahwa kelembagaan bersifat dinamis, selalu
mengatami perubahan pola interaksi, nilsi, kullur, serta selera masyarakat
sesual demgan perubahan waktu, yang mencakup, perubahan konfiguras:
atau kepenbngan pelaku ekonmomi. sera perubahan kelembagaan yang



dianggap sebagai dampak dan perubahan kepentingan, dan bahkan sengaja

dirancang untuk mempangaruhi atau mengatur kagiatan axomomi.

2.6. Kebijakan Pengembangan Urban Farming Berkelanjutan di Kota

Makassar

Kota Makassar sebagas pusat Pertumbuhan ekonomi Indonaesia Timur
mengandung konsekuensi bagl penatzan dan perfuasan wilayah perkotaan
Ciri khas kota besar wentk dengan pembangunan gedung- gedung yang
menjulang tingq dan semakin berkurangnya lshan untuk bercocok tanam
Adanya kecenderungan perubahan pola pemanfaatan lahan dan agrans ke
mon agrans akan mempenganshi perilaku bertan dan para petani di pingowan
kola (penurban) Bahkan diantara mereka ada vang menpal lahan
pamamiannya, lerutama jika mendesak oleh kebuluhan dana becar unfuk
kebutuhan Pendidikan anakmya, perbaikan rumah dan sebagainya. Di sisi lain
mamh banyak kelompok petam yang mencoba tetap bertahan bekena di
sekior pertaman dengan alasan yang beragam

Lahan peranian di kota Makassar cenderung mengalamé penurunan
dan tahun ke tahun, di skibatikan oleh partambahan penduduk yang sangat
pesat sebaga dampak fenadinya perpindahan penduduk ke kofa serta makin
tingginya permentaan terhadap lahan untuk akinitas non pertanian.

Sampai sejauh ink tingkat konsumsi sayuran di kota Makassar umumnya
masih kurang, sehingga memacdh sebuah peluang dan fantangan bag
kelompok wania tam, ketompok fanr dan onganisasi tan



lainnya untuk memenuts  kebutuhan  komsumsi rumah  fangga Uintuk
memenuhi kebutuhan akan komsuma: Kelompok tani yang bergabung dalam
kegiatan Kawasan HRumah Pangan Lestan (KRPL), Percepatan
Penganskaragaman Komsumsi Pangan (PZKP) Badan Usaha Losong
(BULD) di 14 Kecamatan telah ditraining secara intensive oleh berbagai
pakar dan sektor swasta dan akademws! perguruan bnggl lentang
pengorganisasian kelompok, pengetahuan fekms budsdaya dan feknolog

pengemasan
Hal i dimaksudkan untuk memaksimalkan kontinuttas dan kualitas

produks:  ditingkat  kelompok. Proses  penyemaian, pemehharaan,
pemberantasan hama dan penyakit dan penanganan pasca panen telah
dimplementasikan langsung diingkat kelompok dengan melbatkan pemyulub
dan seklor swasta seperti PT Panah Merah selaku pabrkan benih dan PT
MNasa selaku produsen organik. Selanjuinya untuk memperdalam tingkat
kelompok tam terhadap penangaman penyakit demplot lapangan
(demanstrabon farming) dderapkan di pekaranganiorong baik dengan pola
tanam langsung maupun sistem polybag. PT East Wee! Seed Panah Merah
melalui tenaga ahll lokal secara nitin melakukan monitonng di representatit
kedompok tani dalam medakukan pendampingan teknis pencegahan hama
perryalt

Selain PT East west Saed Panah Merah, PT NASA juga memberikan
timbingan teknis penggunaan pupuk dan pestsida organik yang sesu
standar pembenan pada tanaman untuk memaksimalkan produksi. Hasd



vang dperoleh dan pembinaan lersebut, lelah terbantuk Kawasan urban
farmimg tingkat kecamatan yakni . Lkban Farming Kelompok Wamita Tani
Karmda San Kecamatan Tamatanrea, urban famming Kelompok Wanita Tami
Citra Tello Kecamatan Panakkukang, urban farmimg Kelompok Wanita Tani
Lomara Kecamatan Tamalate.

Disamping aspek budidaya, peningkatan nilal tambah terhadap produk
yang dihasilkan juga dilaksanakan di tngkat kelompok pelami Sawi, Kol
Bunag Kel, Okra dan bahan pangan lannya deartr dan dikemas sebalum
dijual kepasar modem sepert Gelasl. Giant Supermarket dan Hero. Label
produks: kelompok juga tertera pada kemasan produks: Hal mi untuk
meningkat nitai tambah dan daya jual produk. Pada produk olahan pangan
seperi saus cabe juga telah dilengkapi dengan @m PIRT dan Dinas
Kesehatan untuk membernikan @minan Ryak komsumsi. Produksi kelompok
tani yang mendapatkan @n PIRT adalah Saus Cabe. Pada Tahun 2023,
Cwnas Ketahanan pangan memilia 4 Bidang dan 1 Sekretanat vartu -

1 Bidang Ketersediaan dan Produks: Pangan

2 Bidang Kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan
3. Bedang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

4. Buwang Keamanan pangan

2.7. Program Lorong Wisata

Lorong wisata merupakan salah satu program strateqgis Wali Kota
Makasear Leovong VWisata merupakan salah satu upaya peningkatan



akonomi Kota Makagsar Dangan mengangkat konsep instagramiye dangan
maksud untuk menank perhatian wisatawan Menaia dan mempercantik
lorong dengan seni mural yvang dikombinasikan wama- wama yang menank.
Serta mengubah lorong-lorong kota Makassar yang wentik dengan keadaan
kotor dan sempil diubah mengadi bersih dan tertata rap

Peolaksanaan program Lorong Wisata ini awalnya berdasarkan pada
Peraturan Wakkota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Penmgkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima
Ribu Lorong Wisata MNamun, belum dapat menampung kebutuhan dan
perkembangan yang ada. Sehingga dibuat peraturan khusus untuk lorong
weata yang menjadi landasan dilaksanakannya lorong wisala  yakm
Peraturan Walikota Makassar Momor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Lorong WWisata, Dengan lujuan pada Pasal 3 digelaskan bahwa untuk
melakukan pemetaan dan kasterisasi potensi lorong berbasis teknolog
mformas:, berdasarkan potensi lorong dalam penentuan Lorong Wisata yang
terkat dengan polens: sumber daya manusia, potensi fisik kngkungan dan
potenst pengembangan ekonomi; mengembangkan kegeatan ekonomi lorong
yang berbase green garden, kuliner dan keraginan; dan menyadiakan fasiitas
sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan
potensi yang dimilki Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan Lorong
Wizats berdasarkan Peraturan Walikota Makassar yakni polensi losong

penatapan lofong



wisala dan dewan lorong, pelaksanaan program, wugas dan peran, gugus
tugas dan tm teknis, pembinaan dan pengawasan dan sumber pembtayaan.
Cialam pelakaanaan lorong YWisata juga hendak mencapai yang ada di dalam
lorong wisata, adapun potensi yang hendak & capal yaknl potensi
pemngkatan budidaya tanaman, potensi pengembangan Usaha Mikro, Kacil
dan Menengah. Dalam penetapan forong wisata terdebih dahulu Lurah, LPM,
RT, RW melaksanakan rapat untuk pengusulan Lorong yang berpotensi di
wilayahmya unfuk mengadi Lorong Wisata setelah laporan berdasarkan hasil
rapat dituangkan dalam bentuk berita acara yang kemuodian divsulkan ke
Camat untuk dietapkan lokam dan polenss Lorong Wisata. Selanuinya
dilakukan venfikasi teknis vang berkoordine oleh Dmas Ketahanan Pangan
Kota Makassar bersarma Perangkal Daerah ledkait serda dapat melbatkan
Tim Ahli Wal Kota sebelum ditetapkan menjadi Lorong VWisata
48. Penelitian Terdahulu

Peneliian tentang studl colective action dalam menganalisa
fenomena kebyakan publdk sangat jarang dilakukan sebelumnya. namun
beberapa pensfian terdshulu yang berkaitan dengan perspekhf jarngan
kebijakan dengan berbagal teon wang relevan dengan studi i telah
dilakukan. Untuk lebih jelasnya, penelitian terdahulu dapat dihat pada tabel

dibawah i



Tabel 2.2

Hasil Penelitian Terdahulu
Penelifi Hasil
No | DanTahun |  Penefitian "“;mm“ Relevansi | Perbedaan
Penelitian Terdahulu
1 | wvictoria A | Olemukan fakior | Codective Action | Sama-sama | Penalfian inl
Beard, penentu wama Dalam menglib mengagunakan
Aniryddha | lindakan kedekdif Pengembangan | tentang teon berbeda,
Dasgupta. | adalah hubungan drban farming | tindakan yaitu teon
{2006} antara fakior-faklor | Uinbuk kolelif collective achion
mulliskalar sosial, Kemandirian dalam
politk dan sejarah. | Pangan menganaisis
internal dan Berkelaniutan D fencmena
eksiemal komunitas, | Kola Makassar pEngembangan
bentul tndakan LGN Tarmng
kokektil ini efekdl berkelanjutan di
menyalurkan Kola Makassar
sumber daya proyes
kepada penerima
manfaal, namun,
benbuk kadus
menunfukkan
potensi ransformas)
sosizl
2 | Gda Pertukarzn Collective Action | Sama-5ama | Penelfian inj
Susant sumberdaya dalam | Dalam rmanali menggunakan
{2015) kebijakan Pengembangan | perspekdil | leon berbads,
pemberdayaan urban farming | jaringan yaity leon
masyarakal pesasir | Untuk collecive achon
di Provinsl Suiawes| | Kemandinan dalam
Salatan penu Pangan menganaksis
dilingkatkan Berketanjutan Dj fenomena
Fota Matassar pENgembangan
urban famming
berkelanjutan di
» _ . _Kota Makassar
3 30 Suwili | Model jaringan Cofective Acfion | 3ama-sama | Peneldian ini
kebgakan dengan Calam meneliti menggunakan
(2005) menggunakan Pangambangan | perspektf | teon berbeda,
knatisl advokas) vrban farming | janingan yaity faod
pads Pernumusan Linibuc kebijakan collechive aclion




Peneliti

Hasil

No | DanTahun |  Penelitian H“;I::Pm| "I'““ Relevansi | Perbedaan
Penefitian Terdahulu
Kebijakan Publik Kemandiran dalam
{Shudi Parumusan | Pangan renganaisis
kebijakan Berkefan|utan fenomena
peEnangguianan Kola Makaszar pengembangan
Banjir Rob i urban famwng
Samarang) pariu barkelanjutan di
mendi perhatian Kola Makassar
pemerintah
4 Taufik Mirmetic Coflective dcfion | Sama-sama | Penalitian inl
{2015) ;ﬂﬂﬁﬁmm Dalam merelit menggunakan
coescive dalam m; m::g];m HE_IEDE-‘HIJF st P =
implEmentasi S e kO o
kebijakan syariat Uitk kebijakan | colechve achon
isiam di Kemandinan aalam
Kabupalan Fangan menganaksis
Bireusn belum Berketanjutan Di fenomena
berjalan dengan Kota Makassar pengembangan
Dk Lrban farmmng
berkelanjutan di
Kota Makassar
5 | Finda P, Jejanng Kebijakan | Codlective Action | Sama-sama | Fenelan ini
Entang Datam Dralam muonalit maenggunakan
AM,Tomi | Pelaksanaan Pengembangan | perspektil | teen bemeda,
5 (2022) [ﬁjﬂaﬁﬁm urban farming | jaringan | yaitu teoi
metatul Program Unibuk; kebijakan | colechive schon
Perfindungan dan Famandinan dalam
Penanganan Fangan menganaksis
?url:lan Hﬂgﬁnxg Berkalanjutan D fenomena
Kutammﬂanm:rm Kota Makassar uenuerrma“ﬁmwh
berkelanjutan di
- L Kota Makassar
i Ahmad S Jejaring Kebijakan Cofective Acfion | Sama-sama | Penelfian ini
25 Pangangkutan Dalam maenelii menggunakan
E;’m}ﬂfﬂ di Pengambangan | perspekiif | teon berbeda,
Di:mﬁ &Jﬂ”‘ urban farming | paingan | yaitu teon
Perspekif Good LI b s kehijakan callective action
GOvemancg Femandirian dalam
Fangan menganassis




Peneliti Hasil
Dan Tahun Penelitian Has;;ﬂmlslliuan Relevansi Perbedaan
Peneditan Terdahulu
Borkeianjutan Di fenomena
Kiola Makassar penpembEngan
urhah faiming
berkelanjutan di
Kota Makassar
Dici Jarngan Coveciive Actlon | Sama-sama | Penalitian ini
Iskandar Pengemibangan Dalam menelit menggunakan
(2023) Kapasilas Sieel | pengembangan | perspeltif | teori berbeda,
Leve] Bureaucracy urban farming | janingan yart taon
Dalam
Implementas: Linbuk kebifjakan colleciive action
Kebiiakan Kemandirian dalam
Diversifilas Pangan menganaksis
Pangan 04 Berkelanjutan Di fenomena
Kabupaten Luwu Kota Makassar pengembangan
Utara urhan famming
berkelanjutan di
Kola Makassar

Sumber: Clahan dala, 2022
Beberapa hasit penelhan terdahulu yang relevan dengan peneltan i
sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, pengelasannya dapat diibal pada

uraian dibawah berikust

Partama, riset Victona and Aniruddha tahun 2006 tentang “colflective

actian and community-drven development in rure! and urban Indonesia’ nget

ini menganalisis perbedaan aks: kolekhf masyarakat pedesaan dan perkotaan

yang berpartisipasi dalam proyek pengemtasan kemeskinan di Indonessa

Detemukan bahwa fakior penentu utama tmdakan kolektf adalah hubungan

antara fakior-fakior multiskalar sossal, politk dan searah, mtemal dan

eksternal komuntas. Dua bentuk tindakan kolektif vang berbeda juga

didentifikasi. Bentuk perlama didasarkan pada kohes komunitas, hubungan

sosial yang stabd, dan kepatuhan ferhadap hierarki




sosial Bentuk kedua didasarkan pada persepsi masyarakal menganai masa
depan yang saling berganturg dan keingman bersama untuk melakukan
perubahan struktural Kedua benfuk tndakan kolektf i efekbf dalam
menyakurkan sumbser daya provek kepada penenma manfaal namun, hanya
baniuk kedua yang menunjukkan potens: ransformas sosial

Kedua, penelan Gita Susant (2015) tentang Janngan Pedayanan
Pubdik Yang Demokrats Dengan Studi Kasus Penenfuan Strateqs Pelayanan
Pendidikan Berbass Janngan Di Kota Makassar Peneltian bertujuan untuk
merumuskan model strategi pelayanan pendidikan berbasis jaringan yang
demokrate i Kota Makassar. Teon dan model merupakan hasil
pergembangan teon pengambilan keputusan yang rasional kompeherensaf
yang melipul sistem informasi dan koordinasi Hasil penelilian menunjukkan
kelidakberhasiian penentuan strategi pelayanan pendidikan berbasis jaringan
yang demokratis, karena belum optimalnya sistem informasi dan koordinasi
oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar. Belum efekifnya disebabkan oleh
mformas vang belum merupakan sumber daya pentng bag dewan
pendidikan. Selain v deebabkan alah kurang efektifya koordinasi dan
maksimalnya koordinasi penyediaan data sehingga belum menghasilkan
suaty penentuan strategi yang tepat oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar.
Hal mi menandakan pentingmya sistem nformass dan koordinas) dalam
penentuan stralegi pelayanan pendidikan yang berbasis jaringan yang

demokrabs.



Kitiga, penelitian 3n Suwiti (2005) berudud Jejaring Kebijakan dalam
Perumusan Kebijakan Publk (Suatu Kapan tentang Perumusan Kebgakan
Penanggutangan Banpr dan Rob Pemenniah Kota Semarang) adalah sebuah
subsistem yang terbentuk darn interaksi aktor Tim Subsistem, LSM, media
massa, Kedungsepur, Bappeda dan DPU Kota Semarang, serta Dinas
Kimtary Propinsi Jawa Tengah, Aktor tersebut berkoaks: advokas:
membentuk Pluraishic networt dalam Tim Sub Sslem sedang |ainnya
bursausratic  network  Core  belefl  masing-masing  koalisi  advokas
menyebabkan kuatnya konfik antar koalisi advokasi Dipicu oleh stimulasi
dan LSM Peduli Banpr Dan Lingkungan Kota Semarang dan media massa,
konflik antar koals advokasi mendorong pembentukan opm el dan
menampilkan Bappeda Kola Semarang sshagal akior penengah dengan
menyusun masterpfan drainase hasil penggabungan koalisi advokasi yang
berkonflik, dan mempersiapkan rrasferplan drainase fersebut untuk menjads
peraturan daerah. Jejanng kebijakan verbkal yang dihasikan oleh konfik
koalisi,. memyebabkan teqadinya refraks huuan, sehingga tujuan kebiakan
penanggulangan banjir dan rob Kota Semarang terklasifikasi ke dalam
refraksi fujuan area pemyempitan, area pesebaran dan area lepasan.
Deusulkan penggunaan jejamng kebijakan lingkaran bagi tercapainya tujuan
kebijakan dan kepentingan publik

Keempal peneftian Tauflk (2015) mengenai Jaringan Kebijakan
Pubdik, Studi Kasus Implementasi kebgakan Syan'at Islam di Kabupaten
Bireuen, Provinsi Aceh. Peneltian im bertiguan mendesknpsikan pilar



requiatif, piflar nommatif dan pilar kognitif dalam jaringan  implementas
kebijakan Sayri'at Islam di Kabupaten Bireuen. Provingi Aceh. Hasd penelitian
menunjukian bahwa (1) pear regulatrve belum benalan secara efektd, karena
tidak adanya sanksi yang diberkan kepada pelanggar Qanun No.11 Tahun
2002, selzin itu juga tidak adamya peraturan khusus yang dibuat oleh
TPWNAAS dalam menalankan tugasnya, yang memuat tentang peraturan,
hukum, sanksi dan kompetensi dalam menjalankan impiementas: kebijakan
Syariat Islam di Kabupaten Birsuen, {2} pilar normahve belum sepenuhnya
dapat dikatakan efekiif  dikarenakan mash terdapst  keterbatasan
sumberdaya manusia yang berkompeten di Cinas Syan'at lslam sebaga
mnggeia TPWNAAS, i sampeng u juga mash terdapat penempatan
pegawal vang bdak sesual dengan lstar belakang pendidikan yang
dimilikirya, (3) pilar kognitif sudah berjatan dengan efektil Adanya keyakinan,
tsuan, dan tndakan bersama yang dilakukan oleh institusiinstitusi yang
tergabung dalam TFWNAAS. Hal ini ditunjukkan adanya kesamaan vis: dan
mesi, serta tujean yang lelah diespaksh bersama dalam melaksanakan
implameantas: kebigakan Syan'al slam di Kabupaten Bireuen.

Kelma penelitian Feda P, Entang AM. Tomi 5 [2022) berjudul
Jejaning Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)
melalu Program Perindungan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Anak Di Kot Bandung Penelifian ini memberikan gambaran mengenai

pejanng kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak



Anak yang berfokus pada program perfindungan dan penanganan korban
kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dan
kebijakan Hota Layak Anak pada khster 5 yastu perlindungan khusus. Hasil
penaltian mengungkapkan, program pesiindungan dan penangan korban
kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang
belsm berjalan secara maksimal dsanfaranya pada dimensi  akior,
pelembagaan dan hubungan kekussaan Perlama, akior belum melbatkan
media massa Kedua, koordinasi yang kurang opimal, karena tidak adanya
petunjuk pelaksana sehingga terdapat koordinasi yang saking melempar
Kaefiga, tenadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumbardaya
yang dibuiuhkan karena tdak tenadwalnya pertemuan rapat koordinasi
maupun kegistan program

Keenam penelitian Ahmad S (2015) berjudul Jejanng Kebsjakan
Pangangkutan Batubara di Provinsi Jambi Citnjau dan Perspekti Good
Govemance. Hasil peneltian  menunjukkan  bahwa  komplekstas
permasalahan pengangkutan Batubara di Provings Jamba terdihat dan adanya
pelanggaran Perda oleh pengusaha Batubars sehngga masih merusak jalan
umum. aksi demostrasi sopir truk Batubara, aks: protes blokir jalan oleh
warga dan upaya pengusaha untuk menggugat Perda.  Sumber
permasalahannya vatu karena adanya perbedaan kepenbtingan  antara
pemediniah daerah dengan pelaku ussha Balubara Sopir Balubara mengads
alat pelaku usaha untuk melakukan respon kebtidakpatuhan terhadap
kebijakan pemda. Kunti penyelesaiannya yadu penegakkan



hukum dan dukung kebijakan dari pemeniniah kabupaten terhadap kebijakan
pemaenntah provins.

Ketupuh Peneiian Didik Iskandar (2023) bequdul Janngan
Pengembangan Kapasdas Sireel Level Bureaucracy Dalam Implementas:
Kebijakan Diversifikasi Pangan D Kabupaten Luwu Utara Penalitian lujuan
mi untuk mendasknpsikan dan mengeksplorasi jarngan pangembangan
kapasitas birokrasi tingkat jaisn dalam implementsai kebijakan diversdikas
pangan o HKabupalen Luwu Uara  Hasil  penslitan  menunjukkan
implementasi kebifakan diversifikas pangan tidak efektil, Pertukaran sumber
daya yang dilakukan antar pemangku kepentingan akan tetapi jumlah sumber
daya yang dipertukarkan terbatas, selan fu kebmpangan sumber dava ankar
aklor menjadi dinaméika dalam implementasi kebpakan diversifikasi pangan
Adapun struktur jaringan menunjukkan dominasi pemernintah ssbagai sekior
terdepan dan berperan sebagai pemimgpin dalam struktur janngan, sedangkan
pemangku kepentingan lainnya berperan sebagai parbsipan.

29, Kerangka Pikir

Penalitian ini bartujuan unfuk menganalisis fenomena pengembangan
urban farming untuk pengembangan kemandirian pangan bedkelanjutan yang
dianalisis ‘dengan menggunakan teon coliechve acton yang dikemukakan
oleh Hargrave dan Van Der Yen (2006) Dimana teon ini menekankan pada
tindakan kolektif para pemangku kepentingan atau aklor yang terlibat dalam
pengambangan pangembangan urban faming



untuk pengembangan kemandivian pangan berkelanjutan di Kota Makassar

Barkaitan dengan itu, dalam konteks pengembangan whan famming
berkelanptan merupuk pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa
pembangunan daersh memegang peranan  sangat penhing  dalam
pembangunan nasional Pemenntah pusat membenkan kesempatan kepada
pemenntan daerah untuk mengatur dan mengurus dasrahnya sendin sesuai
dengan asas otonomi daerah.

Dalam menjelaskan fenomena stud fersebut, digunakan teon colfechve
achan, dimana teon inl digunakan dalam manglaskan tindakan kolektif para
aktor dalam kebijakan publik. Dimana akior yang berperan penting dan
teriibat dalam penentuan kebyakan berbasis pada tindakan kolektd (colectve
action) pada akior-aktor terssbut Tindakan kolektf (colechve action)
merupakan suatu tindakan-tindakan bersama antar aklor yang terdibat yang
memiliki kesepakatan bersama karena mengharapkan fuguan yang baik untuk
kepenfingan mereka. Hal ini juza terjadi pada kasus pengembangan urbarn
farming wntuk pengembangan kemandinan pangan berkelanutan & Kota
Makassar

Hargrave dan Van De Ven {2006) menyatakan bahwa collechive aclion
menekankan pada 4 (empat) elemen yang meliput elemen kontes framing,
pembangunan jaringan, pemberlakuan pengaturan kelembagaan dan proses
tindakan kolektif. Colfective acfion tersebul menjadi leor operasional — yang

digunakan untuk menganalsis  fenomena



pengembangan  pengembangan  uban  farming  untuk | pengembangan
kemandinan pangan berketanjutan di Kota Makassar.

Berdasarkan uratan diatas, maka penelfian tentang pengembangan
urban farming berkelanjutan ditinfsu dar pendekatan covechive aclon urgen
urtuk ditakukan, Pengaphikasian pendekatan tindakan kolektif i dianggap
relevan dan komprehensid dalam menganalisa secara mendalam fenomena
urban fammng & Kota Makassar mengingat pendekatan i mendorong
pemenntah untuk mebbatkan pamangku kepentngan yang beragam dalam
menyelezaikan permasalahan pertanian perkotaan (wban farmming). Maka
penelii menmmuskan suatu kerangka pikir mengenal Cofechve achon dalam
pengembangan urban fammng untuk pengembangan kemandinan pangan
berkelanjutan di Kola Makassar sebagai berikit
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